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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan | Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepal waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) mendorong
peningkatan pelayanan publik danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akunfabilitas kepada masyarakat umumnya
danPegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja arganisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perindungan Anak melalui pelaksanaan kegiatan
dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025

KEPALA DINAS PEMEERDAYAAN
MASYAMT._ PEREMPUAN DAN
PERLINDUNG

Pembina Utama Muda
NIP 19700502 199501 2 001
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BAB |
PENDAHULUAN

A.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak,
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat,
perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anakmenyelengggarakan fungsi,
sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;

2. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan
perlindungan perempuan dan anak;

3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan
perlindungan perempuan dan anak,

4, Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;

6. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar
operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya;

7. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seria
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Merupakan dokumen yang berisikan Penugasan dar;
Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instans; yang lebih rendah
untuk melaksanakan Porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan Pemberi amanah atas kinerja terukur tertenty
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas F‘emberdayaan Masyarakat,

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas F’Emberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak

Talhun 2025

— e W SO RS ——
TUJUAMSA.SARAN INDIKATOR '

NO. ' STRATEGIS KINERJA TARGET HETERANGAN

—— ——

Meningkatkan Kualitas | Indeks
Pelayanan Pubiik Kepuasan

]

9555 | Formulasi - [kM Tahun N -

{Tipe Capaian : Semakin Tinggi
Semakin Baik

Sumber dala : Bagian arisasi

Formulgsi Release dan BPs

2 | Optimalisasi

Pengarusutamaan Pernberdayaan| indeks Tipe Capaian Semakin Tinggi
Gendar Gender (IDG) | Semakin Baik
Sumber datg BPS

Optimalisasi

Kategori Kota
| Pengarusutamaan Hak
Anak

t Nindya | Formuiasi Kategori penghargaan
Layak Anak

’ hasil evaiuasi Kab/Kota Layak Anak
Pada tahun n yang diberikan njeh

Kementsrian PPPA R)

Tipa Capaian - Semakin Tinggi

|

Semakin Baik
| Sumber datg - Kementerian PPPA,
ran Strategis -
1. | Meningkainya [ Nilai — SAKip 83.45 T Formuiasi Hasj Nilai Evaluasi AKIP
Muntabilitas Kinerja OPD indeks | OPD Tahun N
( Perangkat Daergh Tipe Capaian - Semakin Tinggi
Semakin Baik
e ¢ o Sumber data - Inspektorat
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TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
NO. TARGET KETERANGAN
f STRATEGIS KINERJA
2. | Meningkatnya Swadaya | Persentase 9,49 Formulasi (Anggaran swadaya
Masyarakat dalam swadaya persen | yang dikeluarkan oleh masyarakat
Pembangunan Berbasis | masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana
Masyarakat dalam prasarana kelurahan dibagi Dana
pembangunan kelurahan (APBD) yang digunakan
berbasis untuk pelaksanaan kegiatan sarana
masyarakat prasarana kelurahan) x 100 '
Tipe Capaian : Semakin Tinggi
Semakin Baik
i Sumber data : DPMPPA
3. | Meningkatnya Indeks 28,56 | Formulasi : Persentase sumbangan
Sumbangan Pendapatan | sumbangan indeks | pendapatan perempuan pada tahun
Perempuan pendapatan i (hasil rilis BPS)
perempuan Tipe Capaian - Semakin tinggi
dalam IDG | semakin baik
Sumber data . BPS :
4. | Meningkatnya Skor Kota | Skor Kota | 769,9 | Formulasi : Skor KLA hasil evaluasi
Layak anak Layak Anak skor | Kementerian PPPA RI
Tipe Capaian @ Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data . Kementerian PPPA
(. | | RI
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Rp 3,890 257.000,00 APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Program Peningkatan Kerja Sama Rp 557 .400.000,00 APBD
Desa
3 Program Administrasi Pemerintahan  Rp 32.528.000,00 APBD
Desa
4 Program Pemberdayaan Lembaga Rp 746.116.000,00 APBD

Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat

5 Program Pengarusutamean Gender  Rp 165.940.000,00 APBD
dan Pemberdayaan Perempuan
& Program Perlindungan Perempuan Rp 73.612.000,00 APBD
7 Program Pemenuhan Hak Anak Rp 215,615.000,00 APBD
(PHA)
8 Program Perlindungan Khusus Anak  Rp 58.895,000,00 APBD
Jumlah Rp 5.741.063.000,00
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan | Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasiindikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan
rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Beslisa®t  y 1p004
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 285 x 100%
Realizam

3. Rumus Efisiensi
Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = ( SESOnineie_y _ 4 4 100
capalan asggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
90.1 s.d_lebin Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15d. 80 Tinggi / Berhasll
B51sd 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 5.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
Osd 50 Sangat Rendah / Sangal Tidak Berhasil
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Adapun capaian kineria Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak sampai den
sebagaimana tabel 2.3 dibawah inj !

Dinas Pemberdayaan

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tujuan

Masyarakat, Perempuan

s.d. Triwulan | Tahun 2025

gan Triwulan | Tahun 2025

dan Perlindungan Anak

rr; _Tujuan Indikator Kinerja | Satuan Target T:rgat Realisas! |
Tahunan ™I s.d. TWI | Capaian
(1] 2 T 5 | s 7 ]
Meningkatkan |
| 1. | Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan indeks 85,55 - -
Masyarakat
Publik
Optimalisasi Indeks
2. | Pengarusutamaan Pemberdayaan indeks 6531 - -
Gender Gender (IDG)
Oplimalisasi
3. | Pengarusutamaan L":*:ﬁnﬂn’;?a kategori Mindya - -
| Hak Anak 3" | |

Dari tabel diatas dapat

dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan |
belum terdapat capaian kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat target yang ditetapkan 95 55

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil Survey kepuasan
masyarakat dilakukan penilaian oleh organisasi yang dirilis per semester
Indikator ini ditargetkan di Triwulan IV sehingga capaian kinerja pada Triwulan
| masih na;

Tujuan Optimalisasi Pengarusutamaan Gender, dengan indikator Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) target yang ditetapkan 65,31.

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) indikator berdasarkan rilis BPS,
ditargetkan di Triwulan IV sehingga capaian kinerja pada Triwulan | masih na;
Tujuan Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak, dengan indikator Kategori
Kota Layak Anak. Indikator Skor Kota Layak Anak adalah indikator berdasarkan

hasil evaluasi Kota Layak Anak oleh Kementerian Perempuan dan

Perempuan dan Perlin dungan Perempuan dan Anak, 2025

-Tapumn Kinena Triwulan | Kepaia Dinas DPMPPA | Dings Pemberdayaan Masyarakat,



Perlindungan Anak RI, target realisasi di Triwulan IV sehingga capaian kinerja
pada Triwulan | masih na.
Berdasarkan Surat Sekretaris Kemen PPPA,  Nomor B-
26/D.PHA 2/TK.05/03/2025, Tanggal : 27 Maret 2025 Hal : Pemberitahuan
Jadwal Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA bahwa Kota
Pekalongan masuk ke dalam daftar Kab/Kota yang akan dilakukan Verifikasi

Lapangan oleh Kemen PPPA dengan jadwal yang akan dilaksanakan pada 12

Juni 2025.

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan | Tahun 2025

Target [
Sasaran g Target Realisasi %o
No Strategis Indikator Kinerja:| Satuan Tahunan %‘:‘I s.d. TW| Capaian
1 2 3 B 5 B 7 8
| Meningkatnya -
Akuntabilitas :
1 | Kinerja Nilai SAKIP OPD | indeks 83,45 - - -
Perangkat
| Daerah )
Meningkatnya Persentase
Swadaya Swadaya
Masyarakat Masyarakat
2 | dalam dalam persen 948 - - -
Pembangunan | Pembangunan
Berbasis Berbasis '
Masyarakat Masyarakat
: Indeks
Sumbanan | Sumbangan
3 S Pendapatan indeks | 28,56 - - -
Pendapatan Perempuan
{ ] Perempuan dalam IDG
{ [
' Meningkatnya
4 | Skor Kota Layak ﬁ:‘;‘;'{mﬂ Layak | oyor 769,9 . : .
anak
Rata-rata Capaian -

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
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pada Triwulan | belum terdapat capaian kinerja, dengan penjelasan sebagai

berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan
indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83,45,

Indikator nilai SAKIP OPD berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan
oleh Inspektorat Kota Pekalongan, penilaian SAKIP akan dilaksanakan dan
ditargetkan di Triwulan IV sehingga capaian kinerja pada Triwulan | masih na;

2. Sasaran Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis

Masyarakat, dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam
pembangunan berbasis masyarakat target yang ditetapkan 9 49%.
Indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis
masyarakat dihitung berdasarkan anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan yang
bersumber dari dana kelurahan (APBD). Dana Kelurahan untuk kegiatan
sarana prasarana pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.851.000.000,00.
Capaian indikator ini ditargetkan di Triwulan IV sehingga capaian kinerja pada
Triwulan | masih na;

3. Sasaran Meningkainya Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan indikator
Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG target yang ditetapkan
28.58.

Indikator Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG adalah
indikator berdasarkan rilis BPS, ditargetkan di Triwulan IV sehingga capaian
kinerja pada Triwulan | masih na:

4. Sasaran Meningkatnya Skor Kota Layak anak, dengan indicator Skor Kota Layak
Anak target yang ditetapkan 769,9.

Indikator Skor Kota Layak Anak adalah indikator berdasarkan hasil evaluasi
Kota Layak Anak oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI,
target realisasi di Triwulan IV sehingga capaian kinerja pada Triwulan | masih
na.

Berdasarkan Surat Sekretaris Kemen PPPA, Nomor : B-
26/D.PHA.2/TK.05/03/2025, Tanggal : 27 Maret 2025, Hal - Pemberitahuan
Jadwal Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA bahwa Kota

Laporan Kineria Triwuian | Kepala Dinas DPMPPA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, B
Perempuan dan Perlindungan Perampuan dan Anak, 2025



Pekalongan masuk ke dalam daftar Kab/Kota yang akan dilakukan Verifikasi
Lapangan oleh Kemen PPPA dengan jadwal yang akan dilaksanakan pada 12

Juni 2025.

Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi
dan kegiatan sebagai berikut :

anggaran program

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025
Pagu M %
. Targets.d. Resglisasi s.d. .
No Program Anggaran i o Capaian
(Rp) Triwulan | Triwulan | 5V 100}
1 2 3 4 3 6
1 | Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 3.890.957.000 | 1.344.349.050 886 1980.918 85,92
Kabupaten/iKota
2 | Program Peningkatan Kerja
| Sama Desa 557 .400.000 370.535.000 | 50.900.000 13,74
| 3 | Program Administrasi ,
Pemerintahan Desa 32.528.000 S 400000 1.750.000 18.62
4 | Program Pemberdayaan ]
Lembaga Kemasyarakatan, 745.116.000 209.155 800 B2.877 281 42 57
Lembaga Adat Dan
Masyarakal Hukum Adat
5 | Program Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan 165.940.000 72277.000 B5.835.000 81,09
. Perempuan =
8 | Program Perlindungan
Perampuan 73.612.000 17.281.000 6.685,235 3889
7 | Program Pemenuhan Hak
Anak (PHA) 215.815.000 51.547.000 40.047 .000 77 69
8 | Program Perlindungan
| Khusus Anak 58.895.000 10.650.000 7.286.000 68 41
Jumlah 5.?41.053.0[]1.1' 2.085.194 650 l 1.14B.571 434 55,08
Rata-rata Capalan 52,14

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 55,08% rata-rata realisasi anggaran sampai

Triwulan IV adalah sebesar 52 14%.

Pada Triwulan | capaian

efisiensi penggunaan sumber daya.

dengan

kinerja masih na, sehingga belum dapat menghitung

Laporan Kinena Trwufan | Kepala Dinas DEMPPA | Dinas
Perempuan dan Perfindungan Perempuan dan Anak, 2025
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja masih na,
sedangkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 52,14%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anaksampai dengan
Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut
1. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran
dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai;
2. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang
ada, sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.

Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui
WALI KOTA PEKALONGAN, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

NIP 19700502 199501 2 001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PEKALONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LK;j) Sekretaris Triwulan | Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat wakitu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Merupakan salah satu carg untuk
mewujudkan atg kepemerintahan yang baik (good gnvemanr:e}.menn‘arong
Peningkatan pelayanan publik danmencegah prakiek Korupsi, Kalusi, dan Nepatisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya
danPegawai Negeri Sipil Pada khususnya bahwa Sekretaris mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa Output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan Capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam Pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris melalyi pelaksanaan
kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah

ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025

SEKRETARIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PEKALONGAN,

Ir. RATMIN IH, M.M.
Pembina Tingkat |
NIP 18670526 199303 2 008
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum

dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran,

evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretaris menyelengggarakan

fungsi sebagai berikut .

1:

2
3.
4

10.

11.

12.

Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;

Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;

Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran,
program dan kegiatan;

Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik
daerah bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi,
perpustakaan dan kearsipan,

Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang
keuangan,

Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar
operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
Pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja (abk)
dan evaluasi jabatan (evjab),

Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan;dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang,

dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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tugas dan fungsinya.
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAR STRLTAN DROANIAS
DINAS FENBERDATARR MASTARLEAT PERENBUAN AN
FERLINDLNGAN WRAR

VEPRIA DO |

SERRETARIAT
| |
] |
] L1 1] SUBBAGUAN PERENCANARN, | | SUBBAGINN UMM DAN
i RELOKSROK JABATAY | FUALISE DAN EELANAN | | NEPEGAWRLAN
- AW
IRNERRRNE .
|
|
| |
STANG KELEMBAGARN BDANG PEMBERDATALN
MASTARALAT DN BEREMPLIAN, PEVRENLCHAN MK
PEMBERCATAAN ANAG DN PERLINDONGAN
MASYARARAT ERENTLIAN DN ANAT
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BAB i
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berigikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja,

terwujudiah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Tahun 2025 adalah sebagai berikut -

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

laporan capaian
kinerja

Tercapainya
ketersediaan
layanan
administrasi
kepegawaian,
administrasi
umum dan jasa

| penunjang urusan
pemerintah
daerah

laporan capaian
kinerja

Tahun 2025
No . ﬁ;;::; Indikator Kinerja | Target Keterangan B
(1) (2) L. (3) (4) (5)
1 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Persentase capaian
ketersediaan ketersediaan persen | kegiatan Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah +
Persentase capaian kegiatan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah dibagi 2
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik

Sumber data : DPMPPA

Persentase
ketersediaan
layanan
administrasi
kepegawaian,
administrasi umum
dan jasa
penunjang urusan
pemerintah daerah

100
persen

Formulasi : Persentase capaian
kegiatan Adminitrasi

' Kepegawaian Perangkat Daerah

+ Persentase capaian kegiatan
Administrasi Umum Perangkat

- Daerah + Persentase capaian

kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dibagi 3

Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik

Sumber data : DPMPPA
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Sasaran "
No Program Indikator Kinerja | Target Keterangan
(1) (2) (3) 4 | &
3 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Persentase capaian
pengadaan/pemeli | pengadaan/pemeli | persen | kegiatan Pengadaan Barang
haraan barang haraan barang Milik Daerah Penunjang Urusan
milik daerah milik daerah Pemerintah Daerah + Persentase
capaian kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
dibagi 1
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, Rp 20.762.000,00 APBD
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2  Administrasi Keuangan Rp 2.767.072.000,00 APBD
Perangkat Daerah
3  Administrasi Kepegawaian Rp 3.650.000,00 APBD
Perangkat Daerah
4 Administrasi Umum Perangkat Rp 207.455.000,00 APBD
Daerah
5 Penyediaan Jasa Penunjang Rp 270.268.000,00 APBD
Urusan Pemerintahan Daerah
6 Pemeliharaan Barang Milik Rp 621.750.000,00 APBD
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumiah Rp 3.890.957.000,00
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Triwulan | Tahun 2025 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan
rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealisaz 10004
Targert

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :

Capaian Indikator Kinerja = :T“hl“— x 100%

3. Rumus Efisiensi
Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = ( S2R2=nkineris y_ 4 » 100
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
" Skala Ordinal ' Predikat / Kategori

90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1 s.d, 90 Tinggi / Berhasil

651sd 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1s.d. 85 Rendah / Tidak Berhasil

Dsd 50 Sangat Rendsh / Sangat Tidak Bwtiasiil_

Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan | Tahun 2025 sebagaimana
tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Triwulan | Tahun 2025

Targst | Realisasi
= Targel 54 s.d. %
Saypref fromeam Indikator Kinerja | Safuan | op 000 | Triwulan Twuies Capaian
|
2 3 4 5 8 7 g
Tercapainys Parsertase ketersedisan | persan 100 41,94 41,94 100,00
katersediaan lapoman laporan capaian kineda
capaian kinerja
Tercapainya Perseriase ketersediaan | parsen | 100 15,03 1548 | 103,02
ketersadiaan layanan layanan administrasi
administrasi kepegawaian,
kapegawalan, administrasi urmum dan
administrasi umum dan [asa penunjang urusan
jasa panunjang urusan pemerintah daerah
pamerintah daerah
Tercapainya Persentase persen 100 10,42 10,42 100,00
pengadaan/pemeiiharasn | pengadaan/pemelinaraan
barang milik daerah barang millk daerah
Rata-rata capzian kKinerja 101,09

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris adalah
sebesar 101,01% dengan kategori "Sangat Berhasil”.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan
selanjutnya adalah sebagai benkut :
1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

secara berkala.
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C. Capaian Anggaran

program dan kegiatan dalam APBD. Aada

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran o

rganisasi telah didukung dengan

pun realisasi anggaran program dan

kegiatan sebagai berikut :
Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024
| Pagu ]_ e 7 ¥
; Targat=.d, Reslisasi s.d. % Capaian
Wl regiatan i o Trwilan | | Trwulan | | (54100}
i 2 T 3 5 6 7z |
1| Perencanaan, Penganggaran. 20.762 000 | 4977.900 | 2672800 5370 |
dan Evaluasi Kineria
Perangkat Daerah | |
|_2_ Administrasi Keuangan | 2.767.072.000 | 1.180.305 660 773538249 | 6558 |
Perangks! Daerah
|_3_ Administrasi Kepegawaian 3,650,000 | — o : =|
Perangkat Dasrah
'Tl Administrasi Umum 207.455.000 60.887 500 25.914 750 4256 |
Perangkat Daerah |
5 | Penyediaan Jasa Penuniang | 270.268.000 64784000 | 57458518  Bago
Urusan Pemerinighan Daerah |
' 6 | Pemeliharaan Barang Milik | 521_?59.0410—1' 33493750 | 26206500 | 78,24 |
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Dzerah _|_
Jumiah | 3890957000 | 1.344.345.050 | 886190918 65,92
I Rata-rata capaian 6575

P

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 65,92%, dengan rata-rata realisasi anggaran pada

Triwuian | adalah sebesar 65,75%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan | sebesar 101,01%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 53,22%.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Terdapat kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan selesai di akhir
bulan/triwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru
dilaksanakan di bulanftriwulan berikutnya:;

2. Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.

dapat

Laporan Kinerfa Triwulan | Sekretans | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
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BAB Il
PENUTUP

A

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 101,01%,
sedangkan realisasi anggaran sebesar 6592%, maka terdapat -efisiens
penggunaan sumber daya sebesar 53 22%

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretans

Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai,

2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, & April 2025
Mengetahui
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN SEKRETARIS
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN DINAS PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

.~ PEKALONGAN, PERLINDUNGAN ANAK KOTA
& sk P\ PEKALONGAN,

Ir. RATMININGSIH, M.M.
Pembina Tingkat |
NIF 19700502 199501 2 001 NIP19670526 199303 2 008
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DPMPPA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kabid PPPHAPPA Triwulan [ Tahun 2025
dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kabid PPPHAPPA mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kabid PPPHAPPA melalui
pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025
Kabid PPPHAPPA

d.l;-

Penata Tk 1
NIP. 19800512 200501 2 020
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024

tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 tahun 2021
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan
dan Anak mempunyal tugas menyelenggarakan pemberdayaan Perempuan,
pemenuhan haka nak dan perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala bidang pemberdayaan
Perempuan pemenuhan hak anak dan perlindungan Perempuan dan anak
menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan
hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
2. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan
hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
penyelengaraan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
penyelengaraan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;

penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;

B | o

penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;

-

penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

8. penyelenggaraan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;

9, penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data
gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;

10. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak;

11. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan pemberdayaan dan

perlindungan perempuan;
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12. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dan kualitas hidup anak;
13. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memeriukan perlindungan khusus;
14. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala bidang pemberdayaan permpuan,
pemenuhan haka nak dan perlindungan Perempuan dan anak, sebagaimana gambar

1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
: |
SUB BAGIAN 5B BAGIAN PERENCANAAN,
UMLUM DSN KEPEGAWALAN —] EVALUASI DAN KELUANGAN
ey g = N —
KELOMPOR IABATAN BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG KELEMBAGAAN
FUNGSIONAL PEREMPUAN, PEMENUHAN . MASTARALAT DAM
—1— HAK AMAK DAN —1 PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN AT ARAKAT PENYLISLIN PROGRAM
DAN ANAK — ANGGARAN DAN
PELAPCHAN
KELOMSOK IASATAN KELOMPOK JABATAN
FLNGSIOMAL DAN ] FUNGSIONAL DAN ;
PELAKSANA ' PELAKSANA = PEMGADMINISTRASH
KEUANGAN
UFTD

Cs] Dipindai dengan CamScanner



BAB II

AKUNTABILITAS I{INER}A”]ABATAN_

A,

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Kabid PPPHAPPA Tahun 2025 adalah sebagal

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kabid PPPHAPPA Tahun 2025
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 | Tercapainya Persentase kegiatan perangkat 9,624
Pengarusutamaan Gender dan daerah yang sudah responsif gender persen
Pemberdayaan Perempuan

2 | Tercapainya Perlindungan Rasio kekerasan terhadap 15,01
Perempuan perempuan (IKK Outcome) persen

3 | Tercapainya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Dekela (desa/kelurahan 48,15

layak anak]} persen
4 | Tercapainya Perlindungan Khusus | persentase pengaduan kasus anak 100,00
Anak yang terlayani persen
Kegiatan Anggaran Keterangan
Pelembagaan  Pengarusutamaan  Gender Rp 14.960.000,00
(PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan
Kabupaten /Kota
Pemberdayaan perempuan bidang Politik, Rp 15.590.000,00

Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan kewenangan
Kabupaten/Kota
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Kegiatan Anggaran Keterangan

Penguatan dan Pengembangan lembaga Rp 135.390.000,00

penyedia layanan pemberdayaan perempuan
kewenangan Kabupaten /Kota

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Rp 9.770.000,00
lingkup daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Rp 63.842.000,00
perempuan korban kekerasan yang

memerlukan koordinasi kewenangan

Kabupaten/Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga Rp 215.615.000,00
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak

Pencegahan kekerasan terhadap tnak yang Rp 9,780.000,00
melibatkan para pihak lingkup daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan layanan bagi anak yang Rp 42.483.000,00
memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat daerah

Kabupaten/Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga Rp 6.632.000,00
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat daerah

Kabupaten/Kota

Capalan Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan | Tahun

2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 32elizs 4 1009
Tarzet
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2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 222
Realisasi

x 100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1 5.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1 s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil |

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan I Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah Ini :

Tabel 2.3
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Perempuan dan Anak Triwulan | Tahun 2025

Sasaran i Target Target Realisasi %
Na Program Indikator Kinerja | . nan | Triwulan1 Triwulan 1 Capaian
1 | Tercapainya Persentase 9,24 0 1] 0
Pengarusuta | kegiatan persen
maan Gender | perangkat
dan daerah yang
Pemberdayaa |sudah responsif
n Perempuan | gender
2 | Tercapainya |Rasio kekerasan| 15,01 0 0,003 % 0
Perlindungan | terhadap persen
Perempuan perempuan (IKK
Qutcome)
3 | Tercapainya | Persentase 48, 15 0 0 0
Pemenuhan | Dekela persen
Hak Anak (desa/kelurahan
layak anak)
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Sasaran Target Target Realisasi o
No Progianm Indikator Kinerja Tahunan | T ﬂwflan | Feinndanl Capaian
4 | Tercapainya | persentase 100,00 100 % 100 % 100 %
Perlindungan | pengaduan persen
Khusus Anak | kasus anak yang
terlayani
100 %

e —

Capaian kegiatan di triwulan | antara lain :

1.

Sosialisasi Internet aman bagi anak dengan sasaran Ibu-ibu anggota gabungan

Organisasi Wanita Kota Pekalongan
Pelatihan KHA bagi Lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak

2.
3. Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berupa pemberian konseling dan
pendampingan dan pembekalan bagi anak yang mengajukan dispensasi perkawinan
4. Layanan penanganan kasus kekerasan dan anak
5. Rapat koordinasi dengan kelompok PPEP
6. Rakor KLA dengan pihak terkait indicator rumah ibadah ramah anak
7. Monitoring kegiatan darma Wanita dan GOW
C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah did ukung
dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan
kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai
berikut :
No Kegiatan Anggaran Tg;:ﬁ;; | TR?EH“SM ir W tapalin
1 | Pelembagaan 14.960.000 | 1.190.000 0 0
Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada lembaga
pemerintah  kewenangan
Kabupaten /Kota
2 | Pemberdayaan perempuan | 15.590.000 | 3.770.000 | 1.620.000 42,97 %
bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan
kewenangan
Kabupaten/Kota
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No

Kegiatan

Anggaran

Triwulan |

Target

Realisasi
Triwulan |

% capaian

Fengaatan dan

Pengembangan lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan perempuan
kewenangan

Kabupaten /Kota

135.390.000

67.317.000

64.215.000

95,39 %

Pencegahan kekerasan
terhadap Perempuan
lingkup daerah
Kabupaten/Kota

9.770.000

506.000

644.000

127,27 %

Penyediaan layanan
rujukan lanjutan bagi
perempuan korban
kekerasan yang
memerlukan koordinasi
kewenangan
Kabupaten/Kota

63.842.000

6,775.000

6.041.235

89.16 %

Penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup
anak

215.615.000

51.547.000

40.047.000

77,69 %

Pencegahan kekerasan
terhadap tmak yang
melibatkan para pihak
lingkup daerah
Kabupaten/Kota

9.780.000

Penyediaan layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi
tingkat daerah
Kabupaten/Kota

42.483.000

10.650.000

7.286.000

68,41 %

Penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah

Kabupaten/Kota

6.632.000

Dari table diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan |

adalah sebesar 71, 55 %.

Cs] Dipindai dengan CamScanner




BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran

diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan

realisasi anggaran sebesar 71,55 % efisiensi sebesar 39, 76

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kabid
PPPHAPPA Triwulan 11 Tahun 2025 adalah segera melakukan koordinasi dengan

para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan

kegiatan dapat tepat waktu
Pekalongan, 8 April 2025
Mengetahui :
Kepala PPA Kabid PP, PHA dan PPA

¢

Endah Wulandari, S.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020

M.
NIP. 197005021995012001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

l

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN

lLaporan Kinerja Triwulan | Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bldang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat mempunyal komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan inl juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagal bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat

Pembina (IVa)
NIP. 19860804 200412 2 002
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang

Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan

Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

d. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

c. penyelenggaraan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan
kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan;

e. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

f. penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

g penyelenggaraan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

h. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba
kelurahan;
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I, pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar
Operaslonal Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

|. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Kepala
DPMPPA

!

Kepala Bidang
KMPM

SUB KOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2025

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target

1 | Terfasilitasi Kerja Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI | 83.33%
sama antar Desa dan Kelurahan

2 | Tercapainya Persentase Kelurahan dengan Kriteria | 88.89 %
Kelurahan dengan “Cepat Berkembang”

Kriteria "Cepat
Berkembang”

3 | Tercapaianya Persentase Lembaga Kemasyarakatan | 97.75 %
Lembaga yang Akiif dalam Pemberdayaan
Kemasyarakatan yang | Masyarakat
Aktif dalam
Pemberdayaan
Masyarakat
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Triwulan | Tahun 2025 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealieast ¥ 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 2522 x 100%

Roealisasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = [ —tanelan derrje )= 1x100

rapalan angparan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sanpat Tingel / Sanpat Berhasll

75.1 5.4, 90 Tinggl / Berhasil

65.154d. 75 sedang J Cukup Berhasil

50.1 5.4, 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Triwulan | Tahun 2025 sebagalmana tabel dibawah Inl ;
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat Triwulan | Tahun 2025

Targets.d | Realisasi %
Triw s Capaia
No Kegiatan Indikator Kinerja TI:;Bn?n llulan Triwulan ﬁ
I
1 | Terfasilitasi Persentase 83.33% 0 77.78 93.34
Kerja sama antar | Fasilitasi  Kerja
Desa sama TNI dan
Kelurahan
2 | Tercapainya Persentase 88.89 % 0 85.19 | 9583
Kelurahan Kelurahan
dengan Kriteria | dengan Kriteria
“Cepat “Cepat
Berkembang” Berkembang"
3 | Tercapalanya Persentase 97.75 % 0 97.68 99.93
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan | Kemasyarakatan
yang Aktif dalam | yang Aktif dalam
Pemberdayaan | Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
Rata-rata Capaian | 96.37

C.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capalan kinerja Kepala

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar
96.37% dengan kategori "Sangat berhasil”,

Capalan Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program
dan kegiatan sebagai berikut :
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Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasl Belanja Bidang Kelembagaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan Triwulan | Tahun Anggaran 2025

No Kegiatan

Pagu Anggaran

Tahunan
(Rp)

Targets.d
Triwulan |

(Rp)

Realisasi s.d
Triwulan |

(Rp)

%
Capalan
{5)/(4)

*100)

(1) (2]

(3]

(4]

(5)

(6)

1 | Fasilitasi Kerja
sama antar Desa

557.400.000

370.535.000

50.900.000

13.74

2 | Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Desa

32.528.000

9.400.000

1.750.000

18.62

3 | Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Desa dan Lembaga
Adat Tingkat
Daerah
Kabupaten/ Kota
serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

746.116.000

209.155.600

89.877.281

42.91

Jumlah Total

25.09

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada
triwulan I adalah sebesar 25,0904,
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BAB IV
PENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar96.37%sedangkan
realisasi anggaran sebesar 25,09%, maka tidak terdapat efisiensi penggunzan
sumber daya. Adapun realisasi anggaran yang terlalu kecil dikarenakan adanya
kendala terkait aturan perpajakan terbaru yang membutuhkan penyesuaian.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang
Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Triwulan | Tahun 2025
adalah sebagai berikut :
1. Jadwal pelaksanaan kegiatan untuk dapat ditata, supaya bisa optimal kinerja
fisik dan keuangan sepanjang tahun.
2. Kinerja keuangan untuk ditingkatkan lagi.

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui

KEPALA BIDANG KMPM

Pembina
NIP. 19700502 199501 2 001 NIP. 19860804 200412 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi dan Keuangan Triwulan | Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu
Laporan Kineria (LK|) sebagai baglan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good govemance),mendorong peningkatan pelayanan
publik danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
mempunyal komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi
yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokck
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagal bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan

mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN KEUANGAN
DPMPPA EKALONGAN,

FASEHAH, S.H.
Penata Tingkat |
NIP 19770208 199603 2 002
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DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor &0 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan, dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretars, mempunyai
tugassebaga) berikut :

1.
2

w

= = 8 BN

12.

Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan,
Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program,
kegiatan dan anggaran:;

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program,
kegiatan dan anggaran;

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
Memverifikasi pengelolaan administrasi  dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan;

Melaksanakan fungs| akuntansi,

Menyusun bahan dan mengkoordinasikan laporan keuangan;

Menyusun bahan profil perangkat daerah;

Mengelola data dan informasi;

. Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi,

dan Keuangan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kena Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun

2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinera
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi. dan
Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut -

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan

Tah!.m 2025
NO ey B aAToR | TARGET KETERANGAN
L @ @) @ _(8) |
Sasaran Keaiatan :
| 1 | Tercapainya Persentase 100 persen  Formulasi - Persentase capaian '
Perencanaan, ketercapaian sub kegiatan penyusunan
Penganagaran, dan | perancanaan, dokumen parencanasn
Evaluasi Kinerja penganggaran, perangkat daerah + Persentase
Perangkst Daerah dan evaluasi capaian sub keq. Koordinas
kinarja perangkal Penyusunan Dokumen RKA -
daerah SKPD + Persentase capaian
sub keg. Evaluasi Kinerja
. Perangkat Daerah dibagi 3
' Tipe capaian . Semakin tingg
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
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——

SASARAN INDIKATOR
NO KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) 3 ) N A ) —
2 | Tercapainya Persantasa 100 parsen | Farmulasi  Persentase capaian
Administrasi kelarcapaian sub keg. penyediaan gaj dan .
Keuangan adminisiras tunjangan ASN + Parsentase
Parangkal Daerah keuangan capaian sub keg Pelaksanaan
perangkal daerah panalausahaan dan
pangujianiverifikasi keuangan
SKPD + Persentase capaian
sub kag Koordinasi dan
panyusunan Lap Keuangan
akhir tahun SKPD dibagi 3
Tipe capaian - Semakin tinggi
samakin baik
Sumber data - DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :
| 1 | Tersusunnya Jumlah Dokumen | 2 dokumen | Formulasi  Jumlah Dokumen
Daokumean Perencanaan Perencanaan Perangkal Daerah
Perancanaan Perangkal Daerah Tipe capaian = Semakin tingg
Perangkat Daerah semakin baik
Sumber data - DPMPPA
2 | Tersusunnya Jumiah Dokumen 2 dokumen | Formulasi - Jumlah Dokumen
- Dokumen RKA- RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
! SKPD dan Laporan | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Hasil Koordinasi Koordinasi Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Penyusunan Tipe capaian : Semakin tingg
Dokumen RKA- Dokumen RKA- semakin baik
SKPD SKPD Sumber data : DPMPPA
| 2 | Tersusunnya Jumlah Laporan 15 laporan | Farmulasi - Jumiah Laporan
Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinera Peranghat Perangkat Daerah Daerah
Daerah Tipe capaian . Semakin tinggi
semakin baik
| | | Sumber data : DPMPPA
4 | Tersedianya Gaji Jumlah Orang 18 Farmulasi - Jumiah Orang yang
| dan Tunjangan ASN | yang Menerima orang/bulan | Manerima Gaji dan Tunjangan
Gaji dan ASN
Tunjangan ASN Tipe capaian © Semakin ingg
semakin baik
. Sumber data - DPMFPA
| 5 | Tersusunnya Jumiah Dokumen 12 Formulasi - Jumiah Dokumen
Dokumen Penatausahaan dokumen | Penatausahaan dan
Penatausahaan dan | dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Pengujian/Verifikasi | Pengujian/Verifikas SKPD
Keuangan SKPD | Keuangan SKPD Tipe capaian - Semakin linggi

semakin baik
Sumber data : DPMPPA
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| n | SASARAN 1 INDIKATOR | -
NO | TARGET | KETERANGAN
| ~ KINERJA | KINERJA | |
‘ (1) (2) | (3) , (4) i (5) i
6 | Tersusunnya Jumiah Lapaoran { laporan | Formulasi  Jumiah Laparan
Laporan Keuangan | Keuangan Ak Knuangan Akhir Tahun SKPD

| Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD dan dan Laporan Hasi! Koordinas
Panyusunan Laporan Kauangan

dan Laporan Hasil Laporan Hasil
Koordinasi Koordimasi ‘ Akhir Tahun SKPD
| Panyusunan Penyusunan | Tpe capaian  Semakin linggl
Laporan Keuangen | Laporan Keuangan | samakin baik
Akhur Tahun SKPD | Akbur Tehun SKPD Sumber data  DPMPPA
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan  Rp 7.204.000 00 APBD
Parangkatl Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rp 1.568.000,00 APBD
RKA-SKFD
3  Ewvaluassi Kinerja Perangkat Daerah Rp 12 000 000,00 APBD
4 Penyediaan Ga) dan Tunjangan ASN  Rp 2 726.098.000,00 APBD
5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Rp 39.530.000,00 APBD
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
& HKoordinasl dan Penyusunan Laporan  Rp 1.444.000.00 APBD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Rp 2.787.834.000,00

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi,

dan Keuangan Triwulan | Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan

rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealisas 1009,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
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rmus

Target

¥ 100%

Capaian Indikator Kinerja =

Raaliman

3 Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi panggunaan sumber daya sebagai berikut

rapaildn Kinerja

Efisiensi = 1 100

FapaiAn angoar AaH

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesual

Permendaari No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori R
| 90.1s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil |
75.1s.d. 90 Tinggi / Berhasil !
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil q
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil ]
0s.d 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil |

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Keuangan Triwulan | Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini .

Tabel 23
Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
s.d. Triwulan | Tahun 2025

| |
Target Realisasi
Mo Sasaran Kinera Indikator Kinerja Saluan Tz::?'iﬁ:n s5d sd i %.
Triwulan | | Towulan i | ©3P3i80
1 2 3 4 5 8 7 il
Sasaran Hegiatan
1 | Tercapainya Parsenlase persen 100 B.89 8,89 100,00
Perencanaan, katercapaian
Penganggeran, dan | perencanaan,
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan
Perangkal Daerah evaluasi kinerja
perangkal daerah
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e

Torgai

Raalisan

|
| Terget | %
Na Sasaran Kinera Indikator Kinea | Batuan | Tahunan L sd Ca
| i [ Tradan | | Triwutan | L
|
i | | .
- Sty 3 - s ., 8 | S i
Tercapaings Parssnipas | praan 1040 75 00 i 7% oy | 106 o5
L G TN Y] kRtercanaum
Keuangnn Peranghs mdrminisi e i |
Dinerah ksunngarn e p gy
deprah ‘ |
Sasaran Sub Kegistan
1 | Tersusunnya T3 |="r'|'|f|i'| [:‘-k‘\L,umf:-n | ﬁﬁ-l;”mfn | } f
Dok urman Farancanasn
PemncAnRan I Ferangkal Daarah
Parangkal Daermah
 —! s o | il .
2 | Tersusunnya [ Jumilah Dokurman dokumen 2 |
| Dokumen RMA-EKPD | RKA-SKPD dan [
dan Laporan Hasil Leporan Hasi | |
| Koordinas Koordinas)
[ | Panyusunan | Penyusunan . |
[ | Dokumen RKA-ZKPD | Dokumen RKA-SKPD
I,T_|_ = — —_— TR e o i oef. T ]
3 | Tersusunnya Laporan | Jumiah Laporan laporan 15 4 4 100,00
Evaluasi Kinena Evaluasi Kinerja
Perangkatl Daerah Perangkat Daerah
4  Tersedianya Gaji dan | Jumiah Orangyang | orang' | 19| 18 19 10000
| Tumjangan ASN Menenma Gaji dan bulan
Tunjangan ASN
| § | Tarsusunnya Jumiah Dokumen dokumen 12 ] 3| 10000
| Dakumen Penatausahaan dan
| Penatsusahaan dan Pengujian/\Venfikasi [
Pengujian/\Venfikasi Keuangan SKPD
| | Keuangan SKPD |
6 | Tersusunnya Laporan | Jumiah Laperan laporan 1 1] 1 100.00 |
| Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Laparan Hasil
Koardinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan | Penyusunan Laporan
| | Keuangan Akhir HKeuangan Akhir
| Tahun SKPD Tahun SKPD
Rata-rata capaian kinerja 100,00 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian

Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan adalah sebesar 100,00% dengan kategori

"Sanpat Berhasil".

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan | ini adalah sebagai

berikut :

1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait:
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2. Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara

berkala,

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program

dan kegiatan sebagai berikut
Tabel 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025
Pagu 3
" Target s.d. Realisasi 5.d. | % Capaian
No Sub Kegiatan ‘”‘“fgsl‘“"‘ Triwulan | Triwutan | | ((5)/(4)*100)
|1 2 3 4 5 6
[ 1 | Penyusunan Dokumen 7.204 000 ~ 1.781.000 2
' Perencanaan Perangkat
Daerah
2 | Koordinasi dan Penyusunan 1.558.000 | 325.000 324900 89,57 |
Dokumen RKA-SKPD
|
3 | Evaluasi Kinera Perangkat 12.000.000 |  2.871.900 2.348.000 81,76 |
DCaerah
4 | Penyediaan Gaji dan 2726 098.000 | 1.168 712.000 763 644 349 B5,34
Tunjangan ASH
5 | Pelaksanaan Penalausahaan 36,530,000 10.050.000 G 150.000 81,04
dan Pengujian/Venfikasi
Keuangan SKFD i
6 | Koordinasi dan Penyusunan | 1444 000 1.443.900 1.143.800 79,22 |
| Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumilah ./B7.834.000 | 1.185183.B00 Ti6611.149 65,53
I Rata-rata capaian 60 58

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 65.53%, dengan rata-rata realisasi anggaran pada

Triwulan | adalah sebesar 69,56%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan | sebesar 100.00%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 52,61%.

1. Terdapat kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan selesai di akhir
bulanitriwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat
dilaksanakan di bulanftriwulan berikutnya;

2. Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
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BAB llI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100,00%,
sedangkan realisasi anggaran pada Triwulan | adalah sebesar 65,53%, maka
terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja triwulan |
sebesar 52,61%

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapal direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan | Tahun 2025 adalah

sebagai benkut :

1. Keagiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan,

2 Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai,

3 Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 8 April 2025
Mengetahui
SEKRETARIS KEPALA SUBBAGIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN
DPMPPA EKALONGAN,
Ir. RATMININGSIH, M.M. FASEHAH, S.H.
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |
NIP19670526 199303 2 008 NIP 19770208 199603 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan | Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah
satu cara  untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang balk  (good
governance),mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 yang telah ditetapkan,

Pekalongan, 8 April 2025

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Penata Tingkatl
N[F 19750620 199603 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugassebagai berikut :

1,
2,

menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kepepgawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,
bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan
kearsipan;

melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan,
pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
dan atau Standar Pelayanan (SP);

melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB),
Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EV]JAB); dan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan,

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,

sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A, Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui amanah dan

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawalan Tahun

2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2025
No | Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | 2 3 4
1 | Tersedianya Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 paket
beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
2 | Tersedianya Komponen Jumlah Paket Komponen 4 paket
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
3 | Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 4 paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4 | Tersedianya Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 4 paket
Tangga Tangga yang Disediakan
5 | Tersedianya Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 4 paket
Kantor Kantor yang Disediakan
6 | Tersedianya Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan 13 paket
dan Penggandaan dan Penggandaan yang
L Disediakan
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No | Sasaran Sub Kegiatan
1] 2

I Indikator Kinerja
B 3

7 | Tersedianya Bahan Bacaan dan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan

Peraturan Perundang-
| Undangan

8 hlfﬂl‘SﬂEl‘lﬂﬁﬂt‘:ln}'a Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

=

dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

| Jumlah Laporan
| Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 dt!mlmen

B85 laporan

9 | Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan |asa |

4 laporan

10 Tersedianya j&sa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Alr
dan Listrik yang Disediakan

12 laporan

11 Ter_s;dianya Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
12 | Tersedianya |asa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraan Perorangan 16 unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan | dibayarkan Pajaknya
13 | Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor dan 3 unit
/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
14 | Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana 52 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Gedung | Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya 3.650.000,00 APBD
2 Penyediaan Komponen Instalasi 1.710.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor APBD
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10

11

12

13

14

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jjumlah

44.952.000,00

2.050.000,00
38.244.000,00

4.380.000,00

2.530.000,00

113.589,000,00

2.520,000,00

107.400.000,00

160.348.000,00

71.960.000,00

535.300.000,00

14.490.000,00

1.103.123.000,00

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD
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B. Capalan Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan | Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Beslis= ¢ 1000

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian Indikator Kinerja = T8 x 100%
Realizan

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = ( <222 “erlE ) 1% 100
apaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR K

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

INERJA

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
90.1 5.d, lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 ‘Tinggi / Berhasil
65.1s.4d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.15.d. 65 Rendah / Tidak Berhasll
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Triwulan | Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

s.d. Triwulan | Tahun 2025

Jabatan

Na Sub Keglatan Indikatier Kinerja m Tahunan “ 1 IM'I'WI 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Pengadaan Pakaban  Dinas | Jumlah Paket Pakaian Faket 1,00
Beserta Atribut | Dinas beserta Atribut
Relenghkapannya Kelengkapan
2 | Penvediaan Komponen | Jumlah Paket Kompanen Paket 4,00 1,00 1,00 100%
Instalasi Listrik/Penerangan | Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Dizediakan
3 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Paket 4,00 Lo 1,00 10084
Perlenghapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
4 | Penyediaan Peralatan Rumah | jumlah Paket Peralatan Paket 4.00 1,00 1.00 100%
Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
3 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paliet Bahan Palet 4,00 1,00 1,00 100%
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
& | Penyedizan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Paket 13,00 3,00 3,00 1005
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
7 | Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Dokumen 1,00 . .
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan
undangan Perundang-Undangan
yang Disediakan
8 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan 85,00 15,00 23,00 153,33%
Koordinasi dan Konsultas| Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultas|
SKPD
9 | Penyediaan [asa Surat Jumlah Laporan Laporan 4,00 1,00 1.00 10056
Menyurat Penyediaan jasa Surat
Menyurat
10 | Penyediaan Jasa Komunikasl, | Jumlah Laporan Laporan 12,00 3.00 3,00 100%
Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan asa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
11 | Penyediaan [asa Palayanan Jumtlah Laporan Laporan 12,00 3,00 3.00 100%;
Umum Kantor Penyediaan |asa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
12 | Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan Unit 16,00 1,00 1.00 1005
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan Dinas | yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
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N Sub ¥adlatan I . Targel Target Reallsasi | Capalan
Keg! R SOUAN | mahunan | sdTWI | edTWI | %
1 2 3 4 5 [ 7 B
13 | Pemeliharaan,/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Unilt 3,00
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lalnnya
Bangunan Lalnnya yang
Dipelihara/Direhabiliss|
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Unit 52.00 13.00 13.00 100%
Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitsi
Rata-rata capaian kinerja 104.85%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 104,85% dengan

Berhasil".

Capaian Anggaran

kategori

"Sangat

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut:

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

Pagu Anggaran | Targets.d.TW | Realisasis.d. | Capaian

No Sub Kegiatan (Rp) I ™I o

1 2 3 4 5 6

1 Pengadaan Pakaian Dinas 3.650,000,00 - E =
Beserta Atribut
Kelengkapannya

2 | Penyediaan Komponen 1.710.000,00 427.500,00 . .
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

3 | Penyediaan Peralatan dan 44.952.000,00 28.070.750,00 | 5,645.750,00 20,11%
Perlengkapan Kantor

4 | Penyediaan Peralatan Rumah 2.050.000,00 512.500,00 B z
Tangga

5 | Penyediaan Bahan Logistik 38.244.000,00 6.695.000,00 | 4.852.000,00 7247%
Kantor

) Penyediaan Barang Cetakan 4.380.000,00 306.750,00 = =
dan Penggandaan

7 | Penyediaan Bahan Bacaan 2.530.000,00 675.000,00 | 660.000,00 97,78%
dan Peraturan Perundang-
undangan
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Pagu Anggaran | Targets.d. TW | Realisasisd, | Capalan
Mo Sub Keglatan (Rp) | TWI ];:
1 2 3 _ 4 5 6
8 | Penyelenggaraan Rapatl 113.589.000,00 | 24.200,000,00 | 14.757.000,00 | 60,98%
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
9 Penyediaan Jasa Surat 2.520.000,00 700,000,00 -
Menyurat
10 | Penyediaan jasa Komunikasi, 107.400.000,00 | 24.004.000,00 | 18.539.437,00 | 77.23%
Sumber Daya Alr dan Listrik
11 | Penyediaan Jasa Pelayanan 160.348.000,00 | 40.080.000,00 | 38.919.082,00 | 97.10%
| Umum Kantor
12 | Penyediaan Jasa 71.960.000,00 | 22817.500,00 | 16.430.250,00 | 72.01%
Pemeltharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
|abatan
13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 535.300.000,00 900.000,00 -
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 1
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 14.490.000,00 9.776.250,00 9,776.250.,00 100%
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atauy
Bangunan Lainnya
jumlah 1.103.123.000,00
Rata-rata realisasl | 74,71%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 74,71%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan | sebesar 104,85%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 40,34%.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan

selesai di akhir bulan/triwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat
dilaksanakan di bulan /triwulan berikutnya.

Laporan Kinerja Triwulan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,

2025



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 104,85%, sedangkan
realisasi anggaran sebesar 74,71%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

pada capaian kinerja Triwulan | sebesar 40,34%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;
2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras

dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

yang akan dicapai;
3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja
organisasi.
Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui

SEKRETARIS
DPMPPA KOTA PEKALONGAN,

Pembina Tingkat | Penata Tingkat |

NIP, 19670526 199303 2 008 NIP. 19750620 199603 1 003
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Muda Triwulan | Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagal bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik [good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Muda mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang

berorientasi pada hasil yang berupa output maupun ocutcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagal media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Muda melalui
pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah
ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
ANALIS KEBJAKAN MUDA

NIP. 19740529 200701 2 005
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BAB I

PENDAHULUAN

A.

Tugas Pokok
Herdasarkan Peraturan Menterl PAN & KRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang

labatan Fungsional Analis Kebijakan Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebaga)

berikut

L. Menyusun rencana kerja organisasi sebagal peserta [ anggota

2. Mengumpulkan ( mengenali dan mencari | issue-lssue kebijakan yang bersifat nasional

1 Memverifikasi dan  menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan
[ masalah formal )

4 Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat
sederhana (instansional)

5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan

6 Menyusun dan menetapkan metedologi untuk melakukan analisis kebijakan [ sesual
dengan kebutuhan ) yang bersifat sederhana [ 1-2 metode )

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih
untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta [/ anggota

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara
berkelompok sebagai peserta / anggota

9 Menganalisis permasalahan kebijakan

10, Menyusun alternatif kebijakan sebagai solust masalah kebijakan

11 Menyusun konsep / draft vang bersifat beschiking ( penetapan |

12 Membahas konsep kebijakan sebagai peserta / anggota

13 Menyiapkan hahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebljakan

14 Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta /[ anggota

15.Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan
system yang ada

16.Mengolah dan menilai hasil pemantavan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
secara berkelompaok sebagai peserta [ anggota

17 Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota

18 Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta / anggota

19. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota

20. Menyusun kebijakan / peraturan pemerintah sebagai peserta / anggota

21. Menjadi Saksi Ahli
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun

2021, sebagaimana gambar 1 1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB 11

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

perjanjian  kinerja,

terwujudlah  komitmen

penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Muda Tahun 2025 adalah

sebagai berikut

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Muda
Tahun 2025
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Keterangan
|
Sasaran Kegiatan :
1 Tercapainya | Persentase | 100 Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan
Pencegahan | ketercapajan persen | kekerasan terhadap perempuan dibag
| Kekerasan pencegahan | target kegiatan pencegahan kekerasan
| Terhadap kekerasan terhadap | terhadap perempuan dikali 100
Perempuan Lingkup | perempuan Lingkup Tipe capalan : Semakin tinggi semakin
Daerah Kab / Kota Daerah Kab / Kota | baik
________ . ! Sumber data : DPMPPA |
2 | Tercapainya Persentase | 100 | Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan |
Pencegahan ketercapaian persen | kekerasan terhadap anak dibagi target
Kekerasan pencegahan kegiatan pencegahan kekerasan |
Terhadap Anak Kekerasan Terhadap terhadap anak dikali 100
yang Melibatkan Anak yang Tipe capaian : Semakin tinggi semakin |
Para Pihak Lingkup | Melibatkan para baik ‘
Daerah Kab / Kota | Pihak Lingkup Sumber data : DPMPPA
Daerah Kab / Kota |
3 | Tercapainya Persentase forum 100 Formulasi : (Jumlah forum anak vang
' Penguatan dan anak yang aktif persen | aktif / jumlah forum anak se kota
Pengembangan Pekalongan) X 100% |

Lembaga Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
. Anak Kewenangan
| Kab/ Kota

Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
baik
Sumber data : DPMPFPA
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No 1 Sasaran Kinerja
!_._

Sasaran Sub Kegiatan :

Tersusunnya
Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan, Program
dan Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan Lingkup
Daerah Kab / Kota

[ 1
|
|

Indikator Kinerja

lumlah Dokumen
Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan

Kebnalkan,
dan

Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Perempuan  Lingkup
Daerah Kabupaten [/

Program
Kegiatan

2 | Terlayaninya SDM
Penyedia Layanan
vang terlatih dan
mendapatkan
sertifikat
Perlindungan dan
Penanganan AMPK

Kota

Jumlah SOM
Penyedia Layanan
vang  terlatih - dan
mendapatkan
sertifikat
Perlindungan dan

Penanganan AMPK

Target

1
Dokumen

27 Orang

Kelerangan
Formulasi jumlah Dokumen  Hasil
Kowrdinasi an Sinkronisasi
Pelaksanaan  Kebigakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
Terhadap  Perempuan  Kewenangan
Kabupaten/Kaota

Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
baik
Sumber data : DPMPPA

Formulasi Jumlah SDM  Penyedia
Layanan yang terlatih dan
mendapatkan sertifikat  Perlindungan
dan Penanganan AMPK

Tipe capaian
baik
Sumber data : DPMPPA

Semakin tinggi semakin

3 Terlaksananya
kegiatan
pencegahan KtA
terpadu

kegiatan

Jumlah
| pencegahan KA
| terpadu

Kegiatan

Formulasi Jumlah
pencegahan KtA terpadu

kegiatan

Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
baik
Sumber data : DPMPPA
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Analis Kebljakan Muda Triwulan | Tahun
2025 dilakukan denpan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan,
L. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semalan tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja = Reslisas - 10009,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja = 2B x 100%
fealisas

CAPAIAN INDIKATOR KINERIA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori - '
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasi
75.154d.90 Tinggi / Berhasil -
65.15.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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I My

Adapun capatan kinerja Analis Kebijalkean Muda Triwulan | Tahun 2025

sebagatmiana tabel 2.4 dibawah ini

Tahel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Muda

Triwulan | Tahun 2025

I Tarpe Tarpe tealisast bA
Sasariam Keglatan Toeikaiton Kinerja ,I,:“::'::i:” Ip:u:a::i;;I 'I!rrwulanl | Capalan
L Tercapainya Persentase 100 14,33 13,33 100
| Memcepaluin leotercipuman persen
Kekerasan Terhadap | pencegahan
Perempwan Lingkup | kekerasan
Paerah Kabupaten /| terhadap
Kot perempuan
Lingkup Daerah
Kabwpaten f
Kl
Tercapainy ersentase 100 = a
Pencegahan Kelercapaiin persen
Kekerasan Terhadap | pencegahan
Anak yang Kekerasan
Muelibatkan Para Terhadap Anak
IMihak Lingkup ving Melibatkan
Dierah Kabupaten /| para I'ihak
Kota Lingkup Daerah
Kabupaten / |
Kota
Tercapaimya Persentase ] 100 -
Penguatan dan forum anak yang persen
Pengembangan aktif
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten / Kota
Rata-rata Capaian 100
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No

3 |

Hl'-iIHH..H!
Triwulan |
1 dokumon

Sasaran Sub Kegatan | Indikator Kinera | ,_rﬂrﬂ'ﬂ - Target
Fahunan | Triwulan |
Tersusunnya Jumlab Diokumen i i
Dokumen Hasil Hasil Koordinasi | dokumen | dokumen
Koordinasi dan dan Sinkronisasi
Sikronisasi Pelaksanaan
"elaksanaan Kebijakan,
Kebiyakan, Program | Program dan
dan Kegiatan Kegiatan
Pencegahan Fencegahan
kekerasan Terhadap | Kekerasan
Perempuan Lingkup | Terhadap
Daerah Kabupaten /| Perempuan
Kota Lingkup Daerah
Kahupaten /
Kota
Terlayaninya SDM |lumlah SD'M 27 orang
Penyedia Layanan Penyedia
yang terlatih dan Layanan yang
mendapatkan terlatih dan
sertifilat I mendapatkan
Perlindungan dan | sertifikat
Penanganan AMPK Perlindungan
dan Penanganan |
AMPK
Terlaksananya |umlah kegiatan 1 .
kegiatan pencegahan | pencegahan KtdA | kegiatan

KtA terpadu

terpadu

I'HI
Lapaian .
1010

Rata-rata Capaian 100

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan | berdasarkan tabel

di atas adalah sebagai berikut :

Pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab / Kota,

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab / Kota, target

sebelumnya mulai di Triwulan Il namun telah dilaksanakan satu kegiatan ( Rapat
Koordinasi PUSPAGA ) di Triwulan |
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BAB Il1I
PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasl capalan Kinerja Analis Kebijakan Muda adalah sebesar 100 % dengan

kategori "sangat tinggi/sangat berhasil”

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Muda Triwulan |
Tahun 2025 adalah sebagat berikut
1. Perlunya sinergitas antar perangkat daerah terkait, khususnya antar anggota Tim
PUSPAGA sehingga pelaksanaan evaluasi dan koordinasi yang berkaitan dengan
upaya pencegahan kekerasan perlu segera dilaksanakan
2. Pentingnya evaluasi terhadap upaya pencegahan kekerasan yang telah
dilaksanakan sebelumnya sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan

target waktu pelaksanaan kegiatan.

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui
KEPALA BIDANG PP. PHA DAN PPA ANALIS KEBIJAKAN MUDA
ENDAH WULANDARL S.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19740529 200701 2 005
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan |
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berarientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025

Pengawas Perempuan dan Anak

Nadia Paramita, SE, MM
Penata Tingkat |

NIP. 19801214 201101 2 004
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BAB I
PENDAHULUAN

A, Tugas Jabatan
Berdasarkan Peraturan Mentari PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Analis Kehijakan Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli
Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota
2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) isu - isu kebijakan
3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda
kebijakan
4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan yang
bersifat sederhana (instansional)
5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan
Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan
(sesuai dengan kebutuhan) yang bersifat sederhana
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperolehdari penerapan metodologi
terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai
peserta/anggota
8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan
secara berkelompok sebagai peserta/anggota
9. Menganalisis permasalahan kebijakan
10. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan
11. Menyusun draff konsep kebijakan yang bersifat penetapan
12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota
13. Menyiapkan bahan - bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan
14. Melakukan  kegiatan  sosialisasi  pelaksanaan  kebijakan  sebagai
peserta/anggota
15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan
berdasarkan sistem yang ada

16. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang di
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tetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota

17. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara
berkelompok sebagai peserta/anggota

18. Mengolah dan menilai evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah di
tetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota

19. Menyusun laporan hasil penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota

20. Menyusun kebijakan /peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota

21. Menjadi saksi ahli

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BOANG IELEMBAGARN BIDANG PEMBERDAYAAN
WASYARAKAT DAN PEREMSPLAN, PEMERUHAN HAX
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NUASTRAATAT PEREMPUAN DAY ANAX
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui  perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
Tahun 2025
] |
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINER]A TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) |
Sasaran Kegiatan :
1 | Tercapainya Pelembagaan | Persentase Sub Kegiatan 100 persen | Formulasi  : Jumlah sub kegiatan
Pengarusutamaan Gender | yang responsif gender yang responsif gender pada tahun

-n / target sub kegiatan yang akan
diresponsifkan gender s.d tahun
2026 ( 372 sub kegiatan, 2 sub
kegiatan /OPD/tahun)x100%
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik

Sumber data : DPMPPA
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|

NO
—
| (1) | (2)
| 2 | Tercapainva
Femberdayaan
Perempuan Bidang
Polivik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/
Kota

SASARAN KINERJA

dan Pengembangan
Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/ Kota

3 | Tercapainya Penguatan

INDIKATOR KINERJA

B €) E—
Persentase Organisasi
Kemasyarakatan/ Lembaga
Kemasyarakatan yang
mendapatkan sosialisasl/
advokasi Pemberdayaan
Perempuan

TARGET

(1)

100 persen

yang melaksanakan
kegiatan dharma wanita

100 persen

KETERANGAN

(%)
Formulasi : [Jumlah organisasi
kemasyvarakatan /lembaga
kemasyvarakatan yang dilatih /
jumlah seluruh organisasi
kemasyarakatan/lembaga
kemasyarakatan) x100%
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA

Formulasi  : Jumlah DWFP yang
melaksanakan kegiatan / Jumlah
stluruh Dharma Wanita yang ada
x 100%

Tipe capaian : Semakin tinggl
semakin baik

Sumber data : DPMPPA

4 | Tercapainya Penguatan Persentase ketercapaian 100 persen | Formulasi Persentase
dan Pengembangan Penguatan dan ketercapaian  penguatan  dan
Lembaga Penyedia Pengembangan lembaga pengembangan lembaga penyedia
Layanan bagi Anak yang penyedia layanan bagi anak lyanan bagi anak yang
Memerlukan yang memerlukan memerlukan perlindungan
Perlindungan Khusus perlindungan Khusus khusus
Tingkat Daerah Tipe capaian Semakin tinggi
Kabupaten/ Kota semakin baik

Sumber data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :

1 | Tersususnnya Dokumen Jumlah Dokumen hasil 4 dokumen | Formulasi: Jumlah Dokumen
hasil koordinasi dan Koordinasi dan sinkronisasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
sinkronisasi Perumusan Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan
Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender (PUG)
Pengarusutamaan Gender | (PUG) Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
(PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota Tipe capaian : Semakin tinggi
Kabupaten/ Kota semakin baik

Sumber data : DPMPPA

2 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen hasil 2 dokumen | Formulasi : Jumlah Dokumen
hasil Sosialisasi Sosialisasi Peningkatan Hasil Sosialisasi Peningkatan
Peningkatan Partisipasi Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan di Bidang
Perempuan di Bidang Bidang Politik, Hukum, Politik, Hukum, Sosial dan
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N

()

l"

SASARAN KINERJA

()
Politik, Hukum, Sosial dan
ekonomi Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Terlayaninya Jumlah
Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/ Kota yang
mendapat advokasi dan
Pendampingan

B. Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA

(3)

. Sogial dan ekonomi

Kewenangan Kabupaten/
 Kota

Jumiah Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/ Kota yang
Mendapat Advokasi dan
Pendampingan

TARGET

(1)

2 lembagn

KETERANGAN

()
chkonomi Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Tipe capaian : Semakin tinggl
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
Formulasi ; Jumlah Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/ Kota yang Mendapat
Advokasi dan Pendampingan
Tipe capalan : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA

Pengukuran capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan | Tahun

2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 28l 100%
Targ:

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =:—""Fi x 100%

Lems

Capaian Indikator Kinerja

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
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2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini ;

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategorl
Y0dsdlebih |  Sangat Tinggl/ Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil =
50.1 5.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
LA _SsngatRondah /Sanget Tidak Barhasl]

Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Triwulan | Tahun

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda
Triwulan | Tahun 2025

Sasaran Sub 3 Target Target Realisasi | % Capaian

. Kegiatan Indiisatar Kinesjs Tahunan | Triwulan| | Triwulan |
1 | Tersusunnya Jumlah Dokumen | 4 dokumen | - -

Dokumen Hasil | Hasil Koordinasi

Koordinasi dan | dan  Sinkronisasi

Sinkronisasi Perumusan

Perumusan Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan

Pengarusutamaan | Gender (PUG)

Gender (PUG) | Kewenangan

Kewenangan Kabupaten/ Kota

Kabupaten/Kota

bagi Perangkat

Daerah
2 | Tersusunnya Jumlah Dokumen | 2 dokumen - - -

Dokumen Hasil | Hasil  Sosialisasi

Sosialisasi Peningkatan

Peningkatan Partisipasi

Partisipasi Perempuan di

Perempuan di | Bidang Politik,

Bidang Politik, | Hukum, Sosial dan

Hukum, Sosial dan | Ekonomi

Ekonomi Kewenangan

Kewenangan Kabupaten/ Kota

Kabupaten/ Kota
3 | Terlayaninya Jumlah Lembaga | 2 lembaga - - -

Jumlah  Lembaga | Penyedia Layanan

Penyedia Layanan | Pemberdayaan

Pemberdayaan Perempuan

Perempuan Kewenangan

Kewenangan Kabupaten/ Kola

Kabupaten/ Kota | yang

yang Mendapatkan | Mendapatkan
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‘SasaranSub | oo | Target | Target | Realisasi | % Capai
No SR Indikator Kinerja  arget IvRel Srams. |G,

Kegiatan o ~ | Tahunan | Triwulanl | Triwulan | |
Advokasi dan | Advokasi dan
Mendampingan Pendampingan

|
|_ ~ Rata-rata Capaian

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut (penjelasan per indikator) :

1. Target sasaran sub Kegiatan tersusunnya dokumen hasil koordinasi dan
sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan
Kabupaten/ Kota bagi perangkat daerah pada triwulan | (satu) adalah 0 (nol), hal
ini di karenakan kegiatan di targetkan pelaksanaan pada triwulan 2, 3 dan 4. Pada
triwulan I belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

2. Target sasaran sub Kegiatan tersusunnya dokumen hasil sosialisasi peningkatan
partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sesial dan ekonomi kewenangan
Kabupaten/ Kota pada triwulan | (satu) adalah 0 (nol), hal ini dikarenakan
pelaksanaan kegiatan di targetkan pada triwulan 2 dan 4. Pada triwulan | (satu)
sudah dilaksanakan Rakor PUG yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025
dengan sasaran peserta rapat koordinasi adalah anggota PPEP Kota Pekalongan.

3. Target sasaran sub Kegiatan terlayaninya jumlah lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan
advokasi dan pendampingan pada triwulan | (satu) adalah 0 (nol), hal ini
dikarenakan kegiatan di targetkan pada triwulan 4. Pada triwulan | (satu) sudah
dilaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan mendukung ekonomi keluarga,
vang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025 dan Sosialisasi Kewaspadaan
terhadap kesehatan mental dan gangpuan jiwa pada tanggal 27 Februari 2025.

Faktor Pendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan | (satu) adalah sebagai

berikut :

1. Adanya koordinasi yang baik antar bidang dalam Organisasi Perangkat Daerah.

2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Organisasi Perangkat
Daerah lain yang terkait.
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Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak-pihak internal OPD maupun
OPD luar yang terkait

2. Lebih mencermati Rencana Aksi dan Rencana Anggaran Kas tiap-tiap Triwulan
agar seluruh kinerja dapat tercapat sesuai dengan target kinerja.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan serta tercapai target yang
sudah di tetapkan.
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BAB Il
PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda belum dapat dihitung karena

target kinerja sudah di tetapkan di triwulan 2, 3 dan 4.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk capaian kegiatan pada perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Ahli Muda

Triwulan selanjutnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada
indikator kinerja organisasi.

3. Adanya monitoring dan evaluasi terkait kegiatan.

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Analis Kebijakan Ahli Muda,
:::& { p
ENDAH WULANDARI, S.Psi NADIA PARAMITA, SE, MM
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP.19801214 201101 2 004
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PEKALONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Kepala UPTD PPA" Triwulan | Tahun 2025
dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (geod governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa “Kepala UPTD PPA” mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa eutput maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja "Sekretaris Kelurahan" melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang
telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025
Kepala UPTD PPA

o T

' Gl

DYAH AYU ERMAWATL S.KM
Penata Tingkat |

NIP. 19690902 199203 2 011
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2024

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak "Kepala UPTD

PPA " mempunyai tugas :

1)
Z)

3)
4)

5)
6)
7)

Menyusun Program kerja UPTD PPA

Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan
layanan pada UPTD PPA;

Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan
UPTD PPA;

Melaksanakan administrasi UPTD PPA;

Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya. )

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Kepala UPTD PPA" sebagaimana gambar

1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA UPTD FPA

N AN [T Y o il
RELOMBOR RIATAN |
f"lJNt'.rS.llTH:‘“. L3

e e s
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja "Kepala UPTD PPA" Tahun 2025 adalah sebagai

berikut
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala UPTD PPA
Tahun 2025
INDIKATOR l
NO SASARAN KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3] (4) B ) I
Sasaran Kegiatan :
1 | Tercapainya Penyediaan Persentase | 100 persen | Formulasi: (Jumlah
Layanan Rujukan Lanjutan | korban | perempuan korban
bagi Perempuan Korban kekerasan kekerasan yang
Kekerasan yang perempuan ditangani/ jumlah kasus
Memerlukan Koordinasi yang terlayani kekerasan pada
Kewenangan perempuan yang masuk
Kabupaten /Kota ke UPTD PPA) x 100
| Tipe capaian : Semakin
tinggi semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
— DPMPPA o
2 | Tercapainya Penyediaan Persentase 100 persen | Formulasi : (Jumlah anak
Layanan bagi Anak yang anak korban | korban kekerasan yang
Memerlukan Perlindungan | kekerasan ' ditangani/ jumlah kasus
Khusus yang Memerlukan | vang ditangani kekerasan pada anak yang
Koordinasi Tingkat instansi terkait masuk UPTD PPA) x 100
Daerah Kabupaten/ Kota | kabupaten/ .
kota | Tipe capaian : Semakin |
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INDIKATOR
NO SASARAN KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5]
tinggi semakin baik
Sumber data: UPTD PPA
DPMPPA
Sub Kegiatan
1 | Tercapainya Koordinasi Jumlah 24 Layanan | Formulasi: Jumlah Layanan
dan Sinkronisasi Layanan Tindak Lanjut Pengaduan
Pelaksanaan Penyediaan | Tindak Lanjut yang memerlukan
Layanan Rujukan Lanjutan | Pengaduan Sinkronisasi bagi
bagi Perempuan Korban yang Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan memerlukan Kekerasan Kewenangan
Kabupaten Kota Koordinasi dan Kabupaten/ Kota
Sinkronisasi
bagi Tipe capalan : Semakin
perempuan tinggi semakin baik
Korban Sumber data : UPTP PPA
Kekerasan DPFMPPA
Kewenangan
Kabupaten.
S [{um —
2 | Tercapainya Koordinasi jumiah AMPK | 24 Layanan | Formulasi :jumlah AMPK {
Pelaksana Layanan AMPK | yang yangmendapat layanan
mendapatkan
lavanan Tipe capaian : Semakin
tinggi semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
DPMPFA
Sub Kagiatan Anggaran Keterangan
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rp 63.842.000,00 APBD
Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kab/ Kota
2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Rp 42.483.000,00 APBD
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja "Kepala UPTD PPA" Triwulan | Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = 222152y 1009
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

TUmus ;

Capaian Indikator Kinerja = -T2 x 100%

Bealizan

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = [ Sapsiankineria , _ 4 5 100

capnian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal | Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih | Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 5.d.90 ‘ Tinggi / Berhasil
5.1 sd. 75 | Sedang / Culcup Rechasil |
50.15.4. 65 Rendah / Tidak Berhasil ,
0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil |

Adapun capaian kinerja "Kepala UPTD PPA" Triwulan | Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Kepala UPTD PPA”
Triwulan | Tahun 2025

Target Rea]isasli
| Sub Kegiatan Indikator Kinerja | 2 8¢t s/d e Caq:ia
0 v o 1 PeT rahunan | Triwula Triwulan P
o 4 ol
1. Tercapainya Persentase korban .
Penyediaan kekerasan perempuan
Layanan Rujukan |yvang terlayani
Lanjutan hagi
;irr;’:ff{:i . 100persen]  100% | ja000 100
vang Memerlukan |
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2. Tercapainya Persentase anak korban
Penyediaan tkekerasan yang ditangani
Layanan bagi Anak instansi terkait
yang Memerlukan kabupateny kota
E;ﬂ;:i?;ﬁag . (100 persen 100 % 100:% 100%;
Memerlukan
Koordinasi Tinglat
Daerah
____Kabupaten/ Kota )
3. Tercapainya Jumlah Layanan Tindak
Koordinasidan  |Lanjut Pengaduan yang
Sinkronisasi memeriukan Koordinasi
Pelaksanaan dan Sinkronisasi bagi
[Penyediaan perempuan Korban 20 20
Layanan Rujukan Kekerasan Kewenangan |24 Layanan La Layanan | 100%
Lanjutan bagi Kabupaten. Kota oAl
Perempuan
[Korban Kekerasan
Kewenangan
____Kabupaten Kota
4. Tercapainya Jumlah AMPK yang
Koordinasi mendapatkan layanan | 19 Layanan | 19 Layanan
\Pelaksana Layanan b g e Lgiran ¥ 4 o
hMPH | | — |
Rata- rata 100%

Dari tabel diatasdapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja "Kepala UPTD PPA"
adalah sebesar 100,00 % dengan kategori “ Sangat Tinggi/ Sangat berhasil *.
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C. Capaian Anggaran

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan | ini adalah sebagai

berikut :

1. Adanya koordinasi yang intens dengan stakeholder
2, Dukungan dan Kerjasama antar bidang di DPMPPA

3. Adanya komitmen atasan akan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya
adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran untuk

perencanaan kegiatan anggaran tahun depan serta menyiapkan pelaksanaan

kegiatan triwulan selanjutnya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

- Laporan Kinerja Triwulan | “Kepala UPTD PPA "DPMPPA Kota Pekalongan”®, 2025

Pagu Angparan Targel Realisasi i
No Kegiatan Er:I"ahufl'gm -| Trlmﬁan I Triwulan | {{E}‘;ﬁﬂaﬂ% )
(Rp] (Rp) (Rp) |
(1) (2] (3] (4] (5) (6}
1 | Keordinasi  dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Penyediaan
nan Rujuka "
Eﬁ?ﬂm h&’mk "1 63.842.000,-
16775.000 £.041.238 36,01 %
Perempuan
Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kab/ Kota
L | Koordinasi
| Pelaksanaan 4240009 10.650.000 7.286.000 68,11 %
Layanan AMPK
Rata-rata 52,21 %




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan |
adalah sebesar 5221 %,

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar
52,21 %.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 91,53 %, yang berarti terdapat
penghematan penggunaan anggaran

Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan di akhir bulan sehingga
pertanggungjawabannya dilaksanakan di bulan berikutnya.

b. Beberapa penanganan dilakukan oleh tenaga profesi internal sehingga tidak

diberikan honorarium.

- Laparan Kinerja Triwulan | “Kepala UPTD PPA “DPMPPA Kota Pekalongan®, 2025



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 % , dengan
kategori “sangat ting;gif sangat berhasil” sedangkan realisasi anggaran sebesar

52,21 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 91,53 %,

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala UPTD

PPA Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi sub kegiatan agar selaras dan relevan dengan tugas
fungsi Kepala UPTD PPA yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
Anak.

Pekalongan, 8 April 2025

Kepala UPTD PPA

Erm

NIP; 19690902 199203 2 011

_ Laporan Kinerja Trivedlan | "Wepala UPTD PPA "DPMPPA Kota Pekalongan®, 2025



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan |
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penclaah Teknis Kebijakan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagal media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

Tingkat |
NIP. 19960311 §02012 2 026

- Laporan Kinerja Triwulan I Penelaah Teknis Kebijakan | DPMPPA Kota Pekalongan 2025
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 StruKEUr OFEANISaASE....cuevieeiesereessssesesasssessesssssassassassisssssssssssin 1
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Penelaah

Teknis Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan yakni melakukan kegiatan

penelaahan kebijakan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SERRETARIAT
o —— __._[_: T —— =
| SUB BAGIAN 5B BAGIAN PERENCANAAN,
- UMUM DAN KEPEGAWAIAN 1  EVALLIASI DAN KEUANGAN
] | ' - BENDAHARA
KELOMPOK JABATAN | | BIDANG PEMBERDAYAAN i BIDANG KELEMBAGAAN |
FUNGSIONAL | PEREMPUAN, FEMENUHAN i MASTARAKAT DAN I
HAK ANAK DAN e PEMBERDAYAAN ;
| PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | MASTARAXAT | PENYLISUN PROGRAM
DAN ANAK ! i L] ANGGARAN DAN
| | | PELAPORAN
| SUB KDORDINATOR DAN SUB KDORDINATOR DAN
i KELOMPOK JABATAN | KELOMPOK IABATAN
FUNGSIONAL S FUNGSIONAL il PENGADMINISTRAS)
KELUANGAN

_ Laporan Kinerja Triwulan I Penelaah Teknis Kebijakan | DPMPPA Kota Pekalongan 2025
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

perjanjian  kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025

No | Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1. | Terlayaninya
Peningkatan
Hidup

Kewenangan

Kualitas
Anak

Jumlah Anak yang Mendapatkan
Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup  Anak  Kewenangan
Kabupaten/Kota

300 orang

Kabupaten/Kota

2. | Tersusunnya Dokumen
Hasil Penguatan
Jejaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan  Kualitas
Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten /Kota

Hasil
Antar

Jumlah Dokumen 2 dokumen
Penguatan  Jejaring
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota

Penjelasan Tabel 2.1

1. Terkait Indikator Kinerja pertama yakni Jumlah Anak yang Mendapatkan
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota target
kinerja 300 orang yang terdiri dari 200 anak peserta Festival Anak, 50 anak
peserta Advokasi Penguatan Kapasitas Forum Anak dan 50 anak penerima
manfaat Layanan PUSPAGA.

- Laporan Kinerja Triwulan I Penelaah Teknis Kebijakan | DPMPPA Kota Pekalongan 2025
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2. Terkait Indikator Kinerja kedua Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota target kinerjanya berjumlah 2 dokumen yakni dokumen
kegiatan Pelatihan KHA dan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga.

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan [ Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1, Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 8®lisast  y 10094

Taurger

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = —':_]!-'Ef— x 100%
Rvalisns

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.15.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah [ Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

mpmn Kinerja Triwulan | Penelaah Teknis Kebifakan | DPMPPA Kota Pekalongan 2025

Dipindai dengan CamScanner



Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan | Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Laporan Kinerja Triwulan I Penelaah Teknis Kebijakan | DPMPPA Kota Pekalongan 2025

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan | Tahun 2025
ealisasi | % Capaian
No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | (1o8et | Target | &P,
1. | Terlayaninya Jumlah Anak | 300 orang | 13 orang | 13 orang 100%
Peningkatan Kualitas | yang
Hidup Anak | Mendapatkan
Kewenangan Layanan
Kabupaten/Kota Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2. | Tersusunnya Jumlah Dokumen | 2 dokumen 1 1dokumen | 100%
Dokumen Hasil Hasil Penguatan dokumen
Penguatan |ejaring Jejaring Antar
Antar Lembaga Lembaga
Penyedia Layanan Penyedia
Peningkatan Kualitas | Layanan
Hidup Anak Peningkatan
Kewenangan Kualitas Hidup
Kabupaten/Kota Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Rata-rata Capaian 100 %
Penjelasan Tabel 2.3.

1. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota berjumlah 13 orang yang terdiri dari 9 anak yang

mendapatkan pendampingan dispensasi kawin dan 4 anak yang mendapatkan

konseling psikologis. Terdapat perubahan target yang semula target berada di
Triwulan 1l dan IV, namun di TW | sudah ada realisasi dikarenakan
pendampingan PUSPAGA tidak dapat diprediksi disesuaikan dengan kebutuhan

klien.

Dipindai dengan CamScanner




2. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yakni 1
dokumen kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan | ini adalah sebagai

berikut:

1. Kepiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
telah direncanakan dan sesuai dengan anggaran kas yang tersedia.

2. Penjadwalan Pendampingan PUSPAGA juga dibuat sesegera mungkin sehingga
Klien PUSPAGA tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menunggu jadwal
pendampingan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak-pihak internal OPD seperti
Kepala Bidang dan pihak eksternal OPD seperti Tim PUSPAGA.

2. Lebih mencermati Rencana Aksi dan Rencana Anggaran Kas tiap-tiap Triwulan

agar seluruh kinerja dapat tercapat sesuai dengan target kinerja.

- Laporan Kinerja Triwulan | Penelaah Teknis Kebijakan | DPMPPA Kota Pekalongan 2025
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar 100% dengan

kategori Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan |

Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada

indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Penelaah Teknis Kebijakan,
¢
ENDAH WULANDARIL S.Psi
NIP, 19800512 200501 2 020 NIP. 19960311 202012 2 026
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang balk (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawal Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerfa Penelaah Teknis Kebijakan

melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Muda
NIP, 19940923 202203 2 013

I cvoran Kinerja Triwuian 1 Penclaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

Dipindai dengan CamScanner
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Gambar 1.1 Struktur DrganiSasi ... s sessisss sesss sesssnne 1
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penelaah Teknis Kebijakan
mempunyai uraian tugas jabatan adalah melakukan kegiatan penelaahan kebijakan
dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini ;
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
KEPALA DINAS
SERRETARIAT
1
U8 BAGIAN SUD BAGIAN PERFNCANAAN,
LIBAUM DAN KEPEGAWMAN [ 1 [VALUASI DAN KELANGAN
— BENDAHARA
KELOMAPON JARATAN BIDANG PEMBERDATARN BIDANS KELEMBAGAAN !
TUNGSIDNAL PEREMPUAN, PEME NUHAN MASTARAEAT DAN
t HAK ANAK DAN I PEMBERDATAAN
PERLINGUNGAN PEREMPUAN MASYARARAT PENYUSUN PROGRAM
DAN ANAK | — ANGGARAN DAN
PELAPORAN
S4B KOORDINATOR DAN LW KOOCRDINATOR DAN |
KELONPOK JABATAN L KELOMPON JABATAN
FUNGSIOMAL FUNGSHINAL | L PENGADMINISTRAS!
KEUANGAN
uFTD
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Dipindai dengan CamScanner



BABII
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjlan Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan darl pimpinan
Instansi yang lebih tinggl kepada pimpinan instansl yang leblh rendah untuk melaksanakan
porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknls Kebljakan Tahun 2025 adalah sebagal
berikut ;
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025
No Sasaran Sub Keglatan Indikator Kinerja Target
1 | Teradvekasinya dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 2lembaga
terdampinginya Lembaga Penyedia | Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Layanan Pemberdayaan Kabupaten/Kota  yang  Mendapat
Perempuan Kewenangan Advokasi dan Pendampingan
Kabupaten /Kota
2 | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 5
Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan | dokumen
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas | Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

B. Capalan Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan [ Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisas! indikator kinerja
kegiatan,
1. Apabila semakin tinggl realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capalan Indikator Kinerja = Badises  » 1000
Targar

2. Apabila semakin tinggl realisasl menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = =B x 100%
Reolinani

_ Laporan Kinerja Triwulan [ Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan, 2025
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri

No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil
75.15.4.90 Tingg / Berhasil
65.1 4. 75 Sedang | Cukup Berhasil
50.1 5.4 65 Rendah / Tidak Berhasil
Osd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan | Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3
Penguburan Kinerja Penelaah Tekmis Kebijakan

Triwulan | Tahun 2025
Target Realizasi
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target -
Tahunan TW|TW [TW | TW | TW | TW | TW | TW | Capaian
1 m | | 1 nlm]|v
1 | Teradvokasinya dan terdampinginya | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 2 lembaga
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang - . . 2 . . & . -
Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Advokasi dan
Pendampingan
2 | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 5 dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasl dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Penlngkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 1 1 2 1 = - - 100 %
Hidup Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota
Rata-rata Capalan 50%
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1. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan  Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
berjumlah 2 (satu) Lembaga yailu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota
Pekalongan dan Perkumpulan Organisasi Wanita (POW) Kota Pekalongan.

1) Kegiatan DWP Kota Pekalongan pada Triwulan | yang telah dilaksanakan yaitu
meliputi :
a, Pelatihan Kewirausahaan Mendukung Ekonomi Keluarga berjumlah 1 (satu)

kali pada tanggal 21 Januari 2025
b.Sosialisasi Kewaspadaan terhadap Kesehatan Mental dan Gangguan Jiwa
berjumlah 1 (satu) kali pada tanggal 27 Februari 2025
2) Kegiatan POW Kota Pekalongan pada Triwulan | yang telah dilaksankan yaitu
meliput Resepsi HUT POW Kota Pekalongan berjumlah 1 (satu) kali

2. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima)
dokumen meliputi dokumen :

a. Sosialisasi Internet Aman untuk Anak

b. Koordinasi Kota Layak Anak (KLA)

¢. Advokasi Kota Layak Anak (KLA) tingkat Kecamatan

d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

e. Sosialisasi Pengembangan Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)

Target dokumen yang tersusun pada Triwulan [ berjumlah 1 (satu) dokumen yaitu
Sosialisasi internet aman bagi anak pada tanggal 12 Februari 2025 serta telah
dilaksanakan Koordinasi terkait Penetapan Masjid Ramah Anak dengan yang
dilaksanakan pada tanggal 4 Februari dan 26 Februari 2025 dengan mengundang
Perwakilan Pengurus Masjid Al Hikmah Podosugih, Masjid Al lhsan Kraton, Masjid
AL Karomabh Tirto, Masjid Al Ikhlas Jetayu dan Masjid Nurul Huda Kandang Panjang

serta Perwakilan dari Kantor Kemenag Kota Pekalongan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran keglatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi
capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan adalah rendah. Hal ini dikarenakan
target pada salah satu sub kegiatan pada Triwulan IV.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan | Tahun
2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada

indikator kinerja organisasl.

Pekalongan, 08 April 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP,PHA dan PPA Penelaah Teknis Kebijakan
'y
ENDAH WULANDARL S.Psi
NIP. 19800512 200512 2 020 NIP. 19940923 202203 2013
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan |
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK|) sebagai bagian dari
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good govemnance)mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, danNepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi
pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
Penelaah.Teknis Kebijakan

estari,S.E
Pangkat/Gol. lIl/b
NIP. 19891212 202012 2013
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BABI
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipi pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Penelaah Teknis
Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan melakukan kegiatan penelaahan kebijakan
dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DIMAK
SEERETARIAT
SUE BAGEAN SUB BAGIAN
UMLIM AN 1 PERENCANAAN,
PFOOD LA TITATANRT TAWAT I AQT M RT
| —] BENDATIARA
KELOMPOR BILMAMNG BIANG KELEMBAGAAN
JABATAM PFEMBERDAY AAN MASYARAKAT DAN
FIINGSIOMAL PEREMPUIAN, PEMBERDIAY AAN
PEMENITHAN HAK ANAK MASY ARAKAT PENYUSUN PROGRAM
DAN PERLINDUNGAN L ) ANGGARAN DAN
TR AN TS ST T % ande s PEMMMN
PEREANTORAN
LIPTD
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BABII

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja,terwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025
‘ No [ Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
‘ 1 [Tercapainya Pemberdayaan irlf'ersentase lembaga i
Lembaga Kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang terfasilitasi dalam
Pemberdayaan Desa dan peningkatan kapasitas dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah |diberdayakan
Kabupaten/Kota serta 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
No | Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 LI'a::'%usx,lnnz.ra\ Dokumen Hasil ;Jurnlah Dokumen Hasil

Penataan, Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desal/Kelurahan (RT, RW, PKK,

Penataan, Pemberdayaan
|dan Pendayagunaan
!Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan

1 dokumen

Laporan Kinerja Triwulan | *Penelaah Teknis Kebijakan"] “Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
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Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat

Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Tertingkatnya kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
DesalKelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
lHukum Adat

Jumiah Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya

1 lembaga

Tersusunnya Laporan Hasil
Fasilitasi Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan Teknologi

|Tapﬂt Guna

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pemerintah Desa
!‘dalam Pemanfaatan

Te-k nologi Tepat Guna

1 laporan
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Targer

Capaian Indikator Kinerja= 32lis3% y 1009

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Healisam

Capaian Indikator Kinerja= =585 x100%

CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Predikat/Kategori
90.1 s.d. lebih Sangitﬁngmfh' Sanlgat Berhasil
75.1sd 90 mgg erhasil
65.1s5d75 Sedan%rukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
Osd 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan | Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.3

dibawah ini :
Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan | Tahun 2025

an Lembaga Adat

Eamhardayaan Desa|

No | Uraian Tugas Indikator Kinerja amget
| Tahunan
rfamapainya Persentase lembaga
Pemberdayaan kemasyarakatan yang
Lembaga terfasilitasi dalam
Kemasyarakatan  |peningkatan |

1 | ; : 100 %
yang Bergerak di kapasitas dan I
| idang diberdayakan '

Target | Realisasi
Triwulan | | Triwulan |
0 0

|

%

| Capaian _
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Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Tersusunnya
Dokumen Hasil

Jumiah Dokumen
Hasil Penataan,

LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat

LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat

Hukum Adat yang

Penataan, Pamberdayaan dan

Pemberdayaan dan lF"’a:nlc.iﬂ_*.fagl.m:;aar1

Pendayagunaan Kelembagaan

Kelembagaan Lembaga

Lembaga Kemasyarakatan 1
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, gk 0
Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,

RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang

LPM, dan Karang  [Taruna), Lembaga

Taruna), Lembaga |Adat Desa/Kelurahan

Adat Desa/Kelurahandan Masyarakat

idan Masyarakat Hukum Adat

Hukum Adat

Tertingkatnya Jumlah Lembaga

kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, i
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, |

RW, PKK, Posyandu, 1lembagag 0

Laporan Kinerja Triwulan | “Penelaah Teknis Kebijakan”| “Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
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Hukum Adat

Ditingkatkan

Tersusunnya
Laporan Hasil

4 |Desa dalam
!- Pemanfaatan

Guna

Fasilitasi Pemerintah

| [Teknologi Tepat

Kapasitasnya

Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pemerintah
Desa dalam
Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna

1 laporan

0 1 laporan

100

Rata-rata Capaian |

25

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2024
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BABIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Triwulan | adalah sebesar
0% dengan kategori “Sangat Rendah".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan,08 April 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan,

dan Pemberdayaan Masyarakat,

Eni P ti, S.STP Desi Lestari, SE
NIP. 19860804 200412 2 002 NIP, 19891212 202012 2013

Laporan Kinerfa Triwulan I"'Penyuluh Pemberdayaan Masvarakat Desa atau Kelurahan®|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, Z024



LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025

Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pckalongan
Tahun 2025

B Dipindai dengan CamScanner



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LK]) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan |
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good govemance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat
Desa atau Kelurahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan
kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa oufput maupun ouvicomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akunfabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

Alina Kamnila Pratiwi, S Psi
Pangkat/Gol. lll/a
NIP. 19950430 202203 2018

Laparan Kinerja Triwulan IV “Penelaah Teknis Kehijakan®|
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BAB | 5
PENDAHULUAN i

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipll pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Analis
Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
keperluan penyelesaian pekerjaan

2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesual dengan obyek kerja dalam
bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas

3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan

4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan
unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat

5. Menyusun saranfrekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan

pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Kemasyarakatan sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KABID

KELEMBAGAAN MASYARAKAT

DAN PEMBERDAYAAN |

! MASYARAKAT !

| | |
s e e = o
PENGGERAK | | ANALIS FR—— iy e o
SWADAYA MUDA ‘ ‘ KEMASYARAKATAN MASYARAKAT || 'ATAU KELURAHAN

} S
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih linggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui penjanjian kinerja,lerwujudiah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
anlara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi, dan wewenang serla sumber daya yang tersedia.

Adapun peranjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penalaah Teknis Kebijakan
Talhun 2025
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 [Tersusunnya Dokumen WNumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta
Perkembangan Desa  Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen
ria Lomba Desa dan
Elumhan
2 ersusunya Dokumen  UJumiah Dokumen Hasil Fasilitasi
asil Fasilitasi Tim Tim Penggerak PKK dalam
enggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
enyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan | 1 Dokumen
kan Pemberdayaan Kesejahleraan Keluarga
syarakat dan
| rlesajﬂhtamnn Keluarga
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capalan kinerja Penelaah Teknis Kebljakan Triwulan | Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= Bealisssi o 10p0q
Targer

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian [ndikator Kinerja= ;ﬁ& x100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal vaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala

Ordinal Predikat/Kategori
80.1s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
75.1s.d. 80 Tinggi/Berhasil
65.1s.d.75 Sedang/Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Re rtadear:;'agﬁmgat Tidak

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan | Tahun
2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan | Tahun 2025

Realisasi %o
No Uraian Tugas indikator Kineria | Tahuman T TR TR TR ——22en
1 [Tersusunnya Dokumen MJumlah Dokumen |2 Dokumen| 0 2 0 0 100 %
Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
Perkembangan Desa  |Perkembangan
rta Lomba Desadan [Desa serta Lomba
ﬁ%umhan Desa dan Kelurahan
2 [Tersusunya Dokumen  [umiah Dokumen | 1Dokumen| 0 0 0 1 100%
asii Fasiiitasi Tim Hasii Fasiiitasi Tim
enggerak PKK dalam Penggerak PKK
enyelenggaraan dalam
erakan Pemberdayaan Penyelenggaraan
asyarakat dan Gerakan
Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan
rk‘lasyarakat dan
esejahteraan
Feiuarga
Rata-rata capaian| 100%
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Triwulan | adalah sebesar
0% dengan kategori "Sangat Rendah”. Artinya capaian kinerja belum mencapali
largel yang telah ditetapkan karena akan dilaksanakan pada Triwulan Il.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 08 April 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan

dan Pemberdayaan Masyarakat,

Al

Eni Purwanti, S.STP Atina Kamila Pratiwi, S.Psi
NIP.19860804 2004122002 NIP. 19950430 20220320

B
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiral Allah SWT karena atas limpahan
rahmol dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis
Kebijakan Triwulan | Tahun 2025 dapal diselesaikan tepat waktu, Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinafja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah salu cara untuk mewujudkan tala
kepemerintahan yang balk (good govemance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah prakiek Korupsi, Kolusl, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat
umumnya dan Pegawal Negen Sipll pada khususnya bahwa Analis
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorienlasi pada hasil yang berupa
output maupun oulcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan d| dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagali media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi
kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalul pelaksanaan tugas dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

li B
Penata Muda Tingkat I/ llib
NIP. 19891116 202012 2 012
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipll pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perliindungan Anak Kota
Pekalongan, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan mempunyal uraian tugas
jabatan melakukan kegiatan penelaahan kebijakan dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian.

B. Struktur Jabatan

Struktur  organisasi jabatan Penelaah  Teknis  Kebijakan
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DPMPFA
|
SEKRETARIS DINAS
JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG RENVAL KASUBAG UMPEG
PENELAAH
TEENIS
KEBIJAKAN
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tingg! kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang diseriai dengan indikator Kinerja.
Melalui penanjian kinerja, terwujudlah komitmen penenma amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pember amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun penanjan kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025

adalah sebagai berikut -

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target

1 | Tersusunya bahan-bahan kerja | Jumilah laporan kepegawaian | 1 Laporan
yang berkaitan dengan bidang | yang tercipta
kepegawaian sesual dengan
prosedur yang berlaku untuk
keperluan penyelesaian
pekerjaan

Jumlah laporan administrasi 1 Laporan |

Terlaksananya administrasi
yang tersusun

kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, pensiun,
presensi, cuti, dan penghargaan
secara cepat dan tepat.

3 | Terlaksananya koordinasi | Jumlah koordinasi yang 12 Kali
dengan wunit kera instansi | teriaksana
sesual dengan prosedur yang
berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas

4 | Tersusunnya laporan  hasil | Jumlah laporan pelaksanaan | 1 Laporan
pelaksanaan fugas  sesuai | tygas yang tersusun
dengan prosedur yang berlaku
sebagai bahan ewvaluasi dan
pertanggungjawaban

; Laoporan Kinerja Triwulan ]l “Peneloah Teknis Kebijakan”|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tnwulan | Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus -

Capaian Indikator Kinerja = Realisas % 100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya Kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja= =% x 100%

Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

FPenilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesual
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal _ Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d 90 ~ Tinggi / Berhasil
B51sd 75 Sedang [ Cukup Berhasil
50.1s.d 65 Rendah [ Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak
Berhasil
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Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan | Tahun 2025 sebagaimana tabel

2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Trnwulan | Tahun 2025
R Indikator Target Target Realisasi %
e l Uraian: Tuges Kinerja Tahunan | Triwulan| | Triwulan| | Capaian
| Tersusunya bahan- | Jumlah 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%
bahan kena yang laporan
berkaitan dengan kepegawaian
bidang kepegawaian | yang tercipta
4 sesual dengan
prosedur yang
beriaku untuk
keperluan
penyelesaian
| pekerjaan
| Terlaksananya Jumlah 1 1 1 Laporan | 100%
administrasi lapaoran Laporan Laporan
kepegawalan yang administrasi
2 meliputi kenaikan yang tersusun
pangkat, pensiun,
presensi, cuti, dan
penghargaan secara
| cepat dan tepat. :
| Terlaksananya Jumlah 12 Kali | 3 Kali 3Kali | 100%
koordinasi dengan koordinasi
unit kerja instansi yang
3 sesual dengan terlaksana
prosedur yang
beriaku untuk
kelancaran
. pelaksanaan tugas .
' Tersusunnya Jumlah 1 0 Laporan | O Laporan | 0%
laporan hasil laparan Laporan
pelaksanaan tugas pelaksanaan
4 sesual dengan tugas yang
prosedur yang tersusun
beriaku sebagai
bahan evaluasi dan
| pertanggungjawaban
| Rata-rata Capaian 100%
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BAB Ill PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan | Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar
100% dengan kategori Tinggi/ berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah

ditetapkan
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja
organisasi.
Pekalongan, 08 April 2025
Mengetahui

Kepala Sub egawaian Penelaah Teknis Kebijakan
Ariefa Risydiana Maulida, S.IP
. 18750620 199603 2 002 NIP. 19891116 2020122012
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Arsiparis Terampil Triwulan
| Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Analis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efeklivitas dan efesiensi kinerja
Arsiparis Terampil melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan,
Arsiparis Terampil

DYA AYU PRAMITHA, A.Md
Pengatur
NIP. 19870131 201903 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas
Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan , Arsiparis Terampil Triwulan | Tahun 2025 mempunyai uraian
tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Membuat dan Menerima Arsip Naskah Dinas/Surat Dalam Rangka Penciptaan
Arsip
2. Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif
Melakukan Preservasi Arsip
4. Mengemas Bahan Pameran Arsip Tekstual dan Virtual

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Arsiparis Terampil sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DPMPPA

SEKHETARIS DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG RENVAL KASUBAG UMPEG

ARSIPARIS
TERAMPIL
JPELAKSANA
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dan
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinera.
Melalui perjanjan kinerja, terwujudiah komitmen penerma amanah dan
kesepakatan antara penenma dan pemberi amanah atas kinerja lerukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinarja Arsiparis Terampil Tahun 2025 adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Arsiparis Terampil
Tahun 2025
No Uraian Tugas Indikalor Kinerja Target
1 | Membuat dan Menenma | Jumiah Arsip/Naskah Dinas 600
Arsip/Naskah  Dinas  dalam | yang tercipta Surat/Dokumen
Rangka Penciptaan Arsip
2 | Melakukan Pemberkasan Arsip | Jumiah Arsip Aktf yang B00
Akuf diberkaskan Surat/Dokumen
3 | Melakukan Perawatan dan | Jumlah Arsip yang 300
Pemeliharaan Arsip dipreservasi Surat/Dokumen
4 | Melaksanakan tugas-tugas lain | Jumlah tugas-tugas lain yang 24 kall
yang diberikan atasan diberikan  alasan yang
dilaksanakan

Laporan Kinerja Triwulan ! “Armsiparis Terampil”|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan | Tahun 2025 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.

1. Apabila semakin linggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinena, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Rai=2 10004

Targe:

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja = 128y 100%
Fealisas

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

" Skala Ordinal Predikat /
90,1 5.d. lebih Sangat Tingg! | Sangat Berhasil
| 75.154d.90 Tingg! / Berhasil
65.1sd 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1sd. 65 Rendah | Tidak Berhasll
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak
Berhasil

Adapun capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan | Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Arsiparis Terampil Triwulan | Tahun 2025

Indikator T T
No | Uraian Tugas arget arget Realisasi %
Kinerja Tahunan | Triwulan| | Triwulan| | Capaian
Membuat dan
Nisnecama Jumiah
1 ?%'b arsip/naskah B00 Surall | 150 Sural! | 150 Sural/ 100%
mta m yang tercipla Dokumen | Dokumen | Dokumen
Penciptaan Arsip
Melakukan J
2 |Pomberkasan | yang P | 600 Surat/ | 150 Surat/ | 150 Surat/ | 4o,
Melakukan Kirvieh sl
5 |Perawatandan |70 "1 300 Surat/ | 75Surat/ | 75 Surat/
Pemeliharaan yang Dokumen | Dokumen | Dokumen 100%
Arsip dipelihara
Jumiah tugas-
M&Lakaamkmﬁ Wﬂﬁli_lh'l
4 m“'ﬂ“'“’ﬂﬂl.l . yang diberikan | 24 kali 6 Kali 6 Kali 100%
t atasan yang
dilaksanakan
Rata-rata Capaisn 100%

Laporan Kinerfa Triwulan | “Arsiparis Terampil®|
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BAB il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan | Arsiparis Terampil adalah sebesar 100%
dengan kategori Tinggi/ berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dialas, maka yang dapal direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Arsiparis Terampil Masyarakal
Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinena yang sudah
ditetapkan
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja
organisasi.

Pekalongan, 8 April 2025

Arsiparis Terampil

<nf

Dya Ayu Pramitha, A Md
NIP. 19970131 201903 2 002

Laporan Kinerja Triwulan | = Arsipans Terampl®|
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan
| Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 08 April 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Winda nga};ﬁ/ﬁwi SE

Pangkat/Gol. IX
NIPPK. 19910102 202421 2 008

Laporan Kinerfa Triwwlan | "Penggerak Swadaya Masyurakat Pertama”|
"Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak" 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menternn PAN & RB Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama mempunyal uraian

tugas jabatan adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan ldentifikasi;
2 Pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat;

3. Melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan
masyarakat.

B. Struktur Jabatan
Struktur  organisasi  jabatan Penggerak  Swadaya Masyarakat
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
KABID

!KELEMBAGAAH MASYARAKAT
DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT
SENGGERAK PENELAAH PENELAAH
SWADAYA MASYARAKAT TEKNIS KEBIJAKAN FERNIS REHLAIN

58 Laporan Kinerja Triwulan I "Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama”|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan Instansi yang lebih tinggl kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertal dengan indikator Kinera.
Melalui perjanjian kinera,terwujudlah kemitmen penenma amanah dan kesepakatan
antara penernma dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun pernjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 [Tersusunnya Dokumen Kerja  Jumlah Dokumen Kerja
sama Antar Desa dengan Pihak Sama Antar Desa dengan

Ketiga dalam Kabupaten/Kota  Pihak Ketiga dalam Sipamen
Kabupaten/Kota
2 [Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong  [Fasilitasi Bulan Bhakti 1 Laporan
Royong Masyarakat Gotong Royong Masyarakat

EW Laporan Kinerja Triwulan I "Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama”|
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan |

Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja rumus:

Capaian Indikator Kinerj

4= Realisan

Targest

x 10004

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerj

3= Targst

Realizasi

x100%4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesual

Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu -

interpretasi

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

penilalan dengan

Skala Ordinal Predikat/Kategori
90.1 s.d lebih Sangat Tinggl’ Sangat Berhasil
iH.1sd B0 Tinggi/Berhasil
b6h1sd b Sedang/Cukup Berhasil
o). 1 s.d bo mendan/ | idak Berhasil
Osd. 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capalan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan |

Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini

Fengukuran Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Triwulan | Tahun 2025

Tabel 2.3

Realisasi
; 3 : Target %%
Mo Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan | Twi |Twi ! ™wm | Tw v | Capaian
1 [Tersusunnya Jumiah Dokumen
Ciokumen Kena Kera Sama Antar
_ J laporan| 1 = = = 33
Sama Antar Desa  Desa dengan Pihak
dengan Pihak Ketiga Ketiga dalam

Laporen Kinsrja Triwulan I "Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama”|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025




Realisasi

, - ) Target o5
Mo Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan | 7w |Twil Twm | Twiv | Capaian
dalam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 [Tersusunnya Jumlah Laporan Hasll
|aporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti
Fasilitasi Bulan Gotong Royong 1 laporan - = : _ 0
Bhakti Gotong Masyarakat
Royong Masyarakat
Rarta-rata Capaian 33

Laporen Kinsrja Triwulan I "Penggerak Swadayva Masyarakat Pertama”|
"Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2025




BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Triwulan | adalah
sebesar 33 % dengan kategori “Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil". Artinya
capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penggerak Swadaya
Masyarakat Triwulan | Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan,08 April 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama
Pemberdayaan Masyarakat
Cif
h
Eni Purwanti, S.STP Winda Riza Pratiwi SE
NIP.19860804 200412 2 002 NIPPK. 19910102 202421 2 008

Laporan Kirerfa Triwulan | "Pengperak Swadayn Mosyarakat Pertama®|
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nva maka Laporan Kinerja [LEj) Pengadministrasi
Perkantoran Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LEj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
[SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayvanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umummnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Pengadministrasi Keuangan mempunyai komitmen dan tekad
vang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil
yang berupa output maupun outcomes.

Di szisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektlitas dan efesiensi kinerja
Pengadministrasi Keuangan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun2025 vang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025
Pengadministr; Perkantoran

SASMITO
Pengatur
NIP. 197601112012121001

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan , Pengadministrasi

Perkantoran mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumentasi surat / dokumen / berkas keuangan.

2. Tersedianya penerimaan, pencatatan dan penyortiran surat/ dokumen/
berkas keuangan.

3. Tersedianya administrasi urusan bidang keuangan, dan
mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan.

4. Tersedianya pengelompokan surat/dokumen/berkas keuangan menurut
jenis dan sifatnva.

5. Tersedianya berkas Penatausahaan keuangan

Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025

Laporan Kinerjo Triwulan [ Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat,



B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana
diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021,
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEFALA DMMAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCAMAAN, SUB BAGIAN URLIR DAN
EVALUASE DAMN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
ELINGSIONAL PEMNELAAH TEKNIS
KEGIATAMN
BIDANG PEMBERDAYAAM BIDANG KELEMBAGAAN
PEREMPUAN, PEMENLUHAN MASYARARAT DAN
HAK AMAK TN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN PERERMPLIAN NASYARAKAT
DAN AMAK
ueTD

2 Laporan Kinerjo Triwulan [ Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025



BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yvang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yvang lebih

rendah untuk melaksanakan porgram /kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber dava yang

tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Tahun
2025 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target

1 Tersedianya dokumentasi surat/ | Jumlah berkas transaksi 14 berkas
dokumen / berkas keuangan . gaji dan tunjangan

2 Tersedianya penerimaan, Jumlah Perekaman berkas 1000
pencatatan dan penyortiran transaksi Keuangan berkas
surat/dokumen /berkas keuangan.

3 Tersedianya administrasi urusan Jumlah berkas 12 berkas
bidang keuangan, dan pertanggungjawahan
mendokumentasikan surat / Keuangan
dokumen / berkas keuangan .

4 Tersedianya pengelompokan Jumlah berkas Rekonsiliasi | 4 berkas
surat/dokumen/berkas keuangan | Keuangan
menurut jenis dan sifatnya.

5 Tersedianya berkas Jumlah berkas 12 berkas
Penatausahaan keuangan Penatausahaan Keuangan

Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan I
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= Bealizasl 5 9009
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atausemakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= =2 x 100%

Realizas

CAPAJAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian

dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

S5kala Ordinal Predikat [ Kategori
00.1 5.4. lehih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.00 Tinggi / Berhasil
65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1z.d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 30 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan [
Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3

Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan [ Tahun 2025

Kinerja dengan dengan
Triwulan [ Triwulan I
1 [Tersedianya Jumlah berkas |14 berkas 4 berkas 4 berkas 100 94
dokumentasi surat / transaksi gaji
dokumen / berkas dan tunjangan
keuangan .
2 [Tersedianya Jumlah 1000 250berkas |[228berkas [91.20%
penerimaan, pencatatan Perekaman berkas
dan penyortiran berkas
surat/dokumen/berkas transaksi
keuangan. Keuangan
3 [Tersedianva Tumlah berkas |12 berkas |3 berkas 3 berkas 100 84
administrasi urusan pertanggungja
bidang keuangan, dan waban
mendokumentasikan  [Keuangan
surat / dekumen /
berkas keuangan.
4 [Tersedianva Tumlah berkas | 4 berkas {1 berkas 1 berkas 100 84
pengelompokan Rekonsiliasi
surat/dokumen/berkas Keuangan
keuangan menurut jenis
dan sifatnya.
5 [Tersedianya berkas Jumlah berkas |12 berkas 3 berkas 3 berkas 100 %4
Penatausahaan Penatausahaan
keuangan Keuangan
Rata-rata Capaian | 95,2404

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah sebagai
berikut :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan di OPD

2. Ketepatan pembuatan Laporan Keuangan dan kegiatan tepat waktu

Laporan Kinerja Triwulan [ Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025




Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan [ ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi seringnya gangguan dan error pada aplikasi Keuangan

2. Kurangnya pengetahuan tentang aplikasi keuangan karena kurangnya
pelaksanakan pelatihan tentang aplikasi keuangan

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya
adalah sebagai:

1. Perbaikan Jaringan Internet pada OPD

2. Pelatihan tentang aplikasi keuangan dilaksanakan oleh OPD Teknis.

Laporan Kinerja Triwulan [ Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 98,24%

dengan kategori Sangat Tinggi/ Sangat berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka vang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Perkantoran
Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Perbaikan pada Aplikasi Keuangan dan akses jaringan internet yvang lebih
cepat untuk mendukung kelancaran keuangan .

2. Pembuatan 5P] Keuangan agar lebih cepat dalam pembuatan .

3. Pertanggungjawaban keuangan agar sesuai dengan target yvang telah di
rencanakan

Pekalongan, 8 April 2025

Mengetahui Pengadministrasi Perkantoran,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

M
\

.--j.
FASEHAH SH HADY SASMITO
NIP. 197702081996032002 NIP.197601112012121001

Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025

Laporan Kinerja Triwulan [ Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat,



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
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KATA PENGANTAR

Pujl syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan
I Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Kepegawaian
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
ungkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Kepegawaian
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengatur Tk.l
NIP. 19830529 200901 1 009
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengadministrasi Kepegawaian mempunyai
uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas keuangan, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.

Z. Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen /berkas keuangan, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.

3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya,
sesual dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan
pendistribusian,

4. Mengadministrasikan  urusan  bidang  pengamidministrasi umum  dan
mendokumentasikan surat/dokumen/berkas keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Laparan Kinerja Triwulan | Pengadministrast Kepegowaian | Dinas Pemberdayaan
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B. Struktur Jabatan

gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Kepegawaian sebagaimana
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BAB 11

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lehih rendah untuk

melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Tahun 2024 adalah

sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian
Tahun 2025
‘ No Uraian Tugas Indikator Kinerja ; Target
‘ 1 | Tersedianya Jasa Sural | Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Menyurat bidang pengadministrasian umum
', ~ |yangdikella R
| 2 | Tersedianya Peralatan dan | Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Terdengkapan Kalor | yang di kelompokkan bidang
| pengadministrasi umum menurut
jenis dan sifatnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang
) | bertaku i
3 | Tersedianya Jasa Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Pelayanan Umum Kantor | bidang pengadministrasian umum
| - yang di kelola l
4 | Tersedianya Jasa Jumiah surat/dokumen/berkas 16 Dokumen |
Pemeliharaan, Biaya yang di kelompokkan bidang
Pemeliharaan dan Pajak pengadministrasi umum menurut
Kendaraan Perorangan jenis dan sifatnya sesual dengan
Dinas atau Kendaraan prosedur dan ketentuan yang
Dinas Jabatan  berlaku
5 | Terpeliharanya | Jumilah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi | bidang pengadministrasian umum

Sarana daPrasarana

Gedung Kantor atau
| Bangunan Lainnya

yang di kelola

B. Capaian Kinerja

Laparan Kinerja Triwwlan | Pengadministrasi Kepegowaian | Dinas Pemberdayaan
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Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawalan Triwulan |
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja stau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Eslisast ¢ 10044
Targer

Z. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= -I2E=_ x 100%

CAPAIAN INDIKATOR KINER)A
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala ' _Predikat / Kategorl
0.1 sd lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.154d, 90 Tinggl / Berhasil
65.1 sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.15d 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan | Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Kevangan
Triwulan | Tahun 2025

Target Target Realisasi %
No Uralan Tughs INglaor hene Takinn Trhvurll::_ll I | Triwulan 1 | Capalan
1 | Tersedianya Jasa Sural | Jumlah 12 Bulan 3Bulan | 3 Bulan 100%
Menyurat surat/dokumen/berkas
bidang
pengadministrasian
umum yang di kelola
2 | Tersedianya Peralalan | Jumiah 12 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 100%
dan Terlengkapan surat/dokumen/berkas
Kator yang di kelompokkan
bidang
pengadministras
umum menurut jents
| dan sifatnya sesual
dengan prosedur dan
| | ketentuan yang
| | berlaky
3 | Tersedianya Jasa Jumlah 12 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 100%
| Pelayanan Umum surat/dokumen/berkas
Kantor bidang
pengadministrasian
umum yang di kelola
4 | Tersedianya Jasa Jumiah 16 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100%
Femeliharaan, Biaya surat/dokumen/berkas Dokumen
| Pemeliharaan dan yang di kelompokkan
Fajak Kendaraan bidang
Perorangan Dinas atau | pengadmunistrasi
Kendaraan Dinas umum menunut jenis
Jabatan dan sifatnya sesual
dengan prosedur dan
ketentuan yang
i bertaku
5  Temeliharanya Jumilah 12 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 100%
| Pemehharaan/Rehabiit | surat'dokumen/berkas
asi Sarana bidang
| daPrasarana Gedung pengadministrasian
| Kantor atau Bangunan | umum yang di kelola
| Lainnya
Rata-rata Capaian = 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan | ini adalah sebagai berikut
~ Selaras dan koordinasi yang baik antara atasan langsung dan pelaksana;
=~ Tercukupinya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas,

Laparan Kinerfa Triwulan | Pengodministras! Kepegawalan | Dinas Pemberdayaan
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BAB III
PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian adalah sebesar 100% dengan

kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil,

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Kepegawaian Triwulan |
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 8B April 2025

Mengetahui

GIAN UMUM DAN- PENGADMINISTRAS!I KEPEGAWAIAN
AWAIAN

NIP. 19740620 199603 1003 NIP. 19830529 200901 1 009



LAPORAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2025

Operator Layanan Operasional

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Operator Layanan
Operasional Triwulan | Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
{SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Operator Layanan Operasional mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil
yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Operator Layanan Operasional melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 8 April 2025
Operator Layanan Operasional

ROMADHON
Pengatur

NIP. 19750514 200701 1 009
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Operator Layanan

Operasional Triwulan | Tahun 2025 mempunyai uraian tugas jabatan adalah

sebagai berikut:

1. Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, aki, lampu,
mesin radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat
dikendarai dengan baik .

2. Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin.

3. Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan
luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.

4. Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang
berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat.

5. Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasional secara
layak.

6. Melaksanakan tugas caraka secara tepat waktu.

Laporan Kinerjo Triwulon [ Operator Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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B. Strukiur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Operator Layanan Operasional, sebagaimana gambar 1.1

dibawah ini:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
HEPALA DINAS
SEMRETARIAT
SUB BAGIAN SUUB BAGIAN PERENCANAAN,
LIVUM DAM NEPEGAWAIAN | EVALUAS DAN KELIAMGAN
............ =1l = ; =TI
. i e BENDAHARA
KELOMPOK IABATAN | | BIDANG PEMBERDAYAAN BILIANG KELEMBAGAAN ;
FLINGSIINAL | PEREMPLIAN, PERMENUFAN [ ] MASYARRIAT DAN |
I HAK AMAK DaN PEMEBERDATAMAN |
| PERLINDUNGAN FEREMPUAN MASYARAKAT PENYUSLIN PROGRAM
DAN ANAK = ANGEARAN DAN
' PELAPORAN
5 SUB KOORDINATOR DAN | | 5UB KBORDINATOR DAN
KELOMPOK MBATAN | | KELOMPOK LABATAN
FLIRGEIDNAL FLNGSITINAL — PENGADMINISTRAS
! KELIANGAN
urTD
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025

adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2025
e Uraian Tugas Indikator Kinerja ! Target
1 | Terlaksananya pemelihara | Jumlah hari pemelfiharaan | 240 Hari Kegiatan
| kendaraan dinas kendaraan dinas |
2 Terlaksananya kegiatan Jumlah kegiatan : 240 W_
mengemudi kendaraan mengemudi kendaraan : E
dinas dinas [
3 Melaksanakan tugas caraka | Jumlah melaporkan hasil | 12 Bulan
secara tepat waktu pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang |
| berlaku sebagai bahan |
evaluasi dan
i pertanggungjawaban

- Laparan Kinerjo Triwulon § Operator Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyaraltat,
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B. Capailan Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan |
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 3esiisas . 9an0;
iarpes

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atausemakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = —=27_ x 100%

Reslimass

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian
dengan pengukuran dengan skala ordinal vaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal
90.1 s.d. lebih
75.15d.90
65.15d. 75
50.15d 65

0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan i
Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Laporan Kinetja Triwulan | Operator Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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Tabe] 2.3

Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan | Tahun 2025

No |  UralanTugas | IndikatorKinerfa Mot [ 8 S Ea;?:lan
| |
1 Terlaksananya Jumlah hari 120 Hari | 30Hari | 25Hari | 6333%
pemelihara kendaraan pemeliharaan kendaraar Kegiatan
dinas dinas
2 [Terlaksananya jumlah kegiatan | 120 Hari | 30Hari |30Hari (100 %
atan mengemudi mengemudi kendaraan | Kegiatan
endaraan dinas dinas
3 |Melaksanakan tugas Jumlah melaporkan hasif 12 Bulan | 3 Bulan | 3Bulen [100%
caraka secara tepat  pelaksanaan tugas sesua
waktu dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan
evaluasi dan
pertanggungjawaban

Rata-rata Capaian | 94.44%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan | ini adalah sebagai
berikut:

1. Ketepatan waktu melaksanakan perintah di OPD
2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan [ ini adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadinya gangguan pada Mesin Kendaraan Dinas
Z. Macet dijalan menyebabkan penghambat pelaksanaan kegiatan yang sedang
dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan | selanjutnya
adalah sebagai:

1. Di perlukan Perbaikan pada mesin kendaraan dinas setiap bulan.

Laporan Kinerfa Triwulan | Operator Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyaralkat,
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BAB III
PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100 %
dengan kategori Tinggi/ berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Operator Layanan Operasional
Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan pada Mesin Kendaraan Dinas dilakukan secara rutin agar
pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendali.

2. Pertanggungjawaban kegiatan agar sesuai dengan target yang telah di

rencanakan.

Pekalongan, B April 2025
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